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MOTTO 

 

ثَ نَا الْوَليِدُ عَنْ أَبِ عَ  ثَ نَا مََْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّ ِِ حَدَّ ثَ اََعِيَّ حَدَّ  َْ ِِ اْْ ْْ  ََ  ٍٍ مْ  

ٍٍ  أَ  هِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْ َْيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ ُُوََ اللَّهِ عَمٍُْ  بْنُ شُ ْْ َاَ ََ ً  َاَلَ ٍَأَ ْْ إِنَّ  نَّ ا

 ِِ يٍِ لَهُ ابْ قَاء  َ حِجْ ُِ ادَ أَنْ  حِوَاء  َ إِنَّ أبَاَهُ َلََّقَِِ َ أَََ هَذَا كَانَ بَطِِْ لَهُ ِ عَاء  َ ثدََِْي لَهُ 

ُُوَُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  َ  ََ لََاَ ََ ِِّ فَ قَا ِِ ََ نْتَزعَِهُ ِْ ِِ ََْ ََ نْ ِْ أَحَ ُُّّ بهِِ َْا  ْْ ََ أَ لَّ ي َُ

(  ( دَ اه ابو دا

“Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata : 

Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang 

mengandungnya, susuku yang memberi minum, dan pangkuanku yang 

melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin 

merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu’alaihi wa Sallam 

bersabda kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama 

engkau belum menikah.” 

(Riwayat Abu Daud) 
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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Negara 

No.0080/Pdt.G/2017/Pa.Ngr tentang Pemberian Hak Haḍa>nah Anak Belum 

Mumayiz Kepada Ayah Karena Ibu Murtad” ini dengan maksud untuk 

memberikan jawaban dari rumusan masalah yakni bagaimana bagaimana 

relevansi putusan Pegadilan Agama Negara Bali nomor: 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr 

tentang pemberian hak haḍa>nah anak belum mumayiz kepada ayah karena ibu  

murtad dengan hukum Islam?. 

Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik studi kepustakaan 

yang dari data tersebut kemudian disusun dan dianalisis menggunakan pola pikir 

deskriptif analisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai relevansi dari 

Putusan Pengadilan Agama Negara, Bali Nomor. 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr 

tentang pemberian hak haḍa>nah anak belum mumayiz kepada ayah karena ibu  

murtad dengan hukum Islam. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan 

pola pikir deduktif. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan 

Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr bahwa kembalinya Penggugat paada agama 

aslanya Hindu (murtad) menjadikannya sebagai penghalang untuk mendapatkan 

hak haḍa>nah, dasar hukum hakim yakni kedua anak tersebut masih dikategorikan 

belum mumayiz dan memberikan hak haḍa>nah anak kepada tergugat 

beradasarkan Pasal 156 huruf (c) KHI dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung 

RI Nomor: 210/K/AG/1996. Dan relevansi antara Putusan PA Negara dalam 

putusan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr dengan hukum Islam yakni menjadikan 

agama Islam sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan hak haḍa>nah anak 

yang belum mumayiz bagi pengasuh sehingga majelis hakim memberikan hak 

haḍa>nah kepada tergugat (ayah). 

Sejalan dengan hal tersebut majelis hakim perlu untuk lebih 

memperhatikan bagaimana kemudharatan dan kemaslahatan yang akan muncul 

dalam permasalahan hak haḍa>nah anak sehingga kebutuhan anak baik dari segi 

jasmani dan rohaninya dapat terpenuhi dengan baik dalam masa 

perkembangannya, disamping itu juga perlu untuk memperhatikan pertimbangan-

pertimbangan hukum yang ada baik dalam hukum Islam ataupun dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya sebuah perkawinan 

itu dapat bertahan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kenyataannya masih 

banyak terjadi di sekeliling kita rapuhnya kehidupan suatu perkawinan yang 

memicu pertengkaran dan perselisihan sehingga berakibat pada timbulnya 

suatu perceraian. 

Meskipun Islam membuka pintu perceraian sebagai jalan keluar yang 

terakhir dari permasalahan keluarga, akan tetapi Islam tetap menekankan 

bahwa perceraian adalah sesuatu hal yang harus dihindari, karena perbuatan 

tersebut merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah dan membawa 

dampak buruk bagi kehidupan dalam rumah tangga. Sebagaimana sabda 

baginda Muhammad Saw: 

ُُوَُ الَلَّهِ صلى الله عل   ََ ََ ََ : َاَ هُمَا َاَ َِ عِنْدَ عَنِ ابِْنِ عُمٍََ ََضِيَ الَلَّهُ عَن ْ لَ :أبَْ غَضُ اَلَْْلَا يه ُ 
 الَلَّهِ الَطَّلَاقُ   )َََ اهُ أبَوُ دَاُ دَ , َ ابْنُ َْاجَهْ(

 
Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah Saw, bersabda : halal 

yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. (H.R Abu Daud dan Ibnu 

Majah)1 

 

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

menyatakan bahwa putusnya suatu ikatan perkawinan disebabkan karena  

                                                           
1 Al-Imam Abu Dawud, Sunan Abi ̄ Dāwud, Juz II (Beirut: Da ̄r al-Kutub al-‘Ilmiya<h, 1996), 150. 
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kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.2 Meskipun negara 

memperbolehkan adanya perceraian, akan tetapi perceraian tersebut tidak 

mudah untuk dilalui, karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

Pengadilan setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak dan 

juga harus memiliki cukup alasan yang kuat untuk tidak melanjutkan 

hubungan perkawinan.3 Oleh karenanya perceraian bukan merupakan suatu 

yang mudah untuk dilakukan.  

Dalam prakteknya gugatan perceraian yang sudah diajukan ke 

pengadilan, oleh majelis hakim tetap diupayakan untuk melakukan 

perdamaian antara suami dan istri. Ini membuktikan bahwa negara tidak 

mendukung terjadinya perceraian karena perceraian dianggap sebagai langkah 

yang kurang bijaksana dan lebih sering mengakibatkan penderitaan anggota 

keluarga yang melakukan perceraian. 

Perceraian tidak selamanya dapat menyelesaikan permasalahan keluarga, 

bahkan dengan adanya perceraian tersebut dapat menimbulkan permasalahan 

yang lain dan juga akibat hukum baik bagi suami dan istri, permasalahan harta 

bersama, maupun akibat hukum yang berdampak pada anak yang berkaitan 

dengan hak asuh anak jika anak tersebut belum mumayiz. 

Hak asuh anak atau dalam hukum Islam dikenal dengan istilah haḍa>nah 

merupakan suatu kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik jasmani dan 

                                                           
2 Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
3 Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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rohani hingga ia dewasa dan mampu berdiri sendiri.4 Sedangkan secara 

etimologis, haḍa>nah ialah meletakan sesuatu dekat tulang rusuk atau 

pangkuan.5Hubungan antara orang tua dengan anak adalah hubunganyang 

tidak bisa putus atau terhalang oleh sesuatu keadaan apapun, bahkan 

perceraianpun tidak dapat menyebabkan putusnya kewajiban orang tua 

terhadap anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an Surah al-

Baqarah: 233 

                                 

                              

                                   

                                  

                     

 
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 

memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. 

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 

seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 

apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 

keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. 

dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 

patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 6 

                                                           
4Nuryanto, “Haḍanah  dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam “, Jurnal Tapis, Vol. 14, No. 2, 

Juli-Desember 2014, 218. 
5Abd.Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), 157. 
6 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 

2002), 37. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Pemeliharaan terhadap anak merupakan hak bagi anak karena ia 

membutuhkan pengawasan, penjagaan, pendidikan, dan pelaksanaan 

urusannya. Kedua orang tua harus mengasuh anak-anak yang masih kecil 

karena hukumnya wajib, dan mengabaikannya berarti menghadapkan anak-

anak pada kebinasaan.7 Haḍa>nah  tidak terlepas dari 3 hal yaitu hak ibu yang 

mengasuh, hak anak yang diasuh dan hak ayah atau orang yang menempati 

posisinya. Jika masing-masing hak ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang 

terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak saling bertentangan, 

maka hak anak harus didahulukan dariyang lainnya. Dalam hal ini dititik 

beratkan kepada sampai sejauh manakah prinsip kemashlahatan itu 

dipertimbangkan oleh hakim.  

Permasalahan haḍa>nah bukanlah suatu hal yang krusial jika anak 

tersebut sudah mumayiz atau sudah dewasa, karena hak haḍa>nah anak tersebut 

dikembalikan kepada anak untuk memilih siapa yang dapat mengasuhnya. Hal 

ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan 

anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 

Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak 

untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya.8 

                                                           
7 Abdul Manan,Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 

2008), 80. 
8 Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Jakarta: Tim Permata Press, 2011), 40. 
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Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana 

pertimbangan hakim dalam menilai dan memutus perkara hak haḍa>nah jika 

anak tersebut belum mumayiz. Status anak yang belum mumayiz 

menyebabkan kedua orang tua saling mengklaim bahwa dirinya lebih berhak 

dan mampu terhadap pemeliharaan anak.9 Sedangkan dalam pasal 156 huruf 

(a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkkan bahwa akibat putusnya 

perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayiz berhak 

mendapatkan haḍa>nah dari ibunya.10 

Jika ditelaah lebih lanjut bunyi pasal 156 hurua (a) Kompilasi Hukum 

Islam lebih menekankan bahwa hak asuh (haḍa>nah) anak yang belum mumayiz 

diberikan kepada ibunya, akan tetapi dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan tidak menyebutkan secara rinci siapa yang lebih berhak 

untuk mendapatkan hak asuh anak. Dalam pasal 41 : 

Pasal 41 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : 

a. Baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik 

anakanaknya, semata-mata bedasarkan kepentingan anak, bilamana 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan 

memberi putusan. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyataannya 

bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat 

menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya.11 

                                                           
9 Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta: Kencana, 

2004), 166. 
10 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 

65. 
11 Permata Pres, Kompilasi Hukum Islam...., 22. 
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Dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tidak disebutkan syarat tertentu yang harus dimiliki untuk mendapatkan hak 

asuh anak, sedangkan dalam Islam ada beberapa syarat untuk mendapatkan 

hak asuh anak yang harus dipenuhi semua syaratnya dan jika salah satunya 

saja tidak terpenuhi maka gugurlah hak asuh tersebut, syarat-syaratnya adalah 

berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah, Islam, ibunya belum kawin 

lagi dan merdeka.12 

Dari ketentuan diatas, apabila terjadi perceraian yang lebih berhak untuk 

mengasuh anak yang belum mumayiz adalah pihak ibu. Akan tetapi menjadi 

berbeda jika ibu dari anak tersebut sudah tidak beragama Islam atau 

menyatakan diri dan terbukti keluar dari agama Islam, maka hak haḍa>nah anak 

yang belum mumayiz tersebut diberikan kepada ayah dengan pertimbangan 

bahwa anak tersebut ditakutkan tidak di berikan pendidikan yang sesuai 

dengan ajaran Islam. Hal ini sangat jelas dan sesuai dengan syarat-syarat 

untuk mendapatkan hak haḍa>nah sebagaimana yang ditentukan dalam hukum 

Islam. 

Dalam putusan ini yang mejadi permasalahan adalah bagaimana jika ibu 

dari anak-anak ini kembali kepada agama asalnya yaitu agama hindu, atau 

dikataan murtad, akankah hak haḍa>nah anak yang belum mumayiz tersebut 

diberikan kepada ibu sebagaimana sudah disebutkan dalam Kompilasi Hukum 

Islam, atau hak haḍa>nah  anak tersebut diberikan kepada ayah (suami). 

                                                           
12 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Bandung: PT. Almaarif 1980), 170. 
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Kendati demikian dengan apa yang terjadi di Pengadian Agama Negara, 

Bali dimana hak haḍa>nah anak yang belum mumayiz diberikan kepada ayah 

(suami), sedangkan istrinya yang telah terbukti keluar dari agama Islam atau 

murtad. Hal ini didasarkan pada pernyataan suami yang menyebutkan bahwa 

istrinya telah keluar dari agama Islam, dan adanya keinginan Penggugat (istri) 

untuk keluar dari agama islam. Sehingga oleh majelis hakim Pengadilan 

Agama negara melalui putusannya nomor: 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr. 

meyatakan bahwa hak haḍa>nah anak yang belum mumayiz tersebut diberikan 

kepada suami. dengan demikian terdapat perbedaan antara ketentuan 

Kompilasi Hukum Islam dan putusan nomor: 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr. yang 

dikeluarkan oleh pengadilan agama Negara, Bali. 

Oleh karenanya berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam terkait permasalahan tersebut 

dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Negara No. 

0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr tentang Pemberian Hak Haḍa>nah Anak Belum 

Mumayiz kepada Ayah karena Ibu Murtad.” 

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas. Terdapat beberapa 

masalah yang muncul dalam penelitian ini. Adapaun maslah-masalah tersebut 

dapat di identifikasi sebagai berikut. 

1. Latar belakang yang memperbolehkan pemberian hak haḍa>nah anak belum 

mumayiz kepada ayah 
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2. Tujuan diberikan hak haḍa>nah anak belum mumayiz kepada ayah karena 

ibu  murtad dalam putusan Nomor: 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr; 

3. Akibat hak haḍa>nah anak belum mumayiz jika diberikan kepada ibu yang  

murtad; 

4. Pertimbangan hukum hakim dalam mengambil putusan Nomor: 

0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr. tentang Hak Haḍa>nah Anak Belum Mumayiz 

kepada Ayah karena Ibu Murtad; 

5. Dasar hukum hakim dalam mengambil putusan Nomor: 

0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr. tentang Hak Haḍa>nah Anak Belum Mumayiz 

kepada Ayah karena Ibu Murtad; 

6. Relevansi Putusan Pengadilan Agama Negara Bali Nomor: 

0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr tentang Pemberian Hak Haḍa>nah Anak Belum 

Mumayiz kepada Ayah karena Ibu Murtad dengan Hukum Islam. 

Karena luasnya permasalahan yang timbul dari identifikasi tersebut, 

maka perlu diadakan pembatasan masalah agar pembahasan ini tidak melebar 

dan meluas serta sistematis, sehingga menjadikan penelitian ini mudah untuk 

dipahami. Di ataranya : 

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengamnbil putusan Nomor: 

0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr. tentang Hak Haḍa>nah Anak Belum Mumayiz 

kepada Ayah karena Ibu  Murtad; 

2. Dasar hukum hakim dalam mengamnbil putusan Nomor: 

0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr. tentang Hak Haḍa>nah Anak Belum Mumayiz 

kepada Ayah karena Ibu  Murtad 
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3. Relevansi Putusan Pengadilan Agama Negara Bali Nomor: 

0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr tentang Pemberian Hak Haḍa>nah Anak Belum 

Mumayiz kepada Ayah karena Ibu  Murtad. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang tersebut diatas, 

maka penulis memiliki dua rumusan masalah, yaitu : 

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengambil Putusan 

Pengadilan Agama Negara Bali Nomor: 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr. tentang 

Hak Haḍa>nah Anak Belum Mumayiz kepada Ayah karena Ibu Murtad? 

2. Bagaimana Dasar Hukum Hakim dalam Mengambil Putusan Pengadilan 

Agama Ngr Bali Nomor: 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr. tentang Hak Haḍa>nah 

Anak Belum Mumayiz kepada Ayah karena Ibu Murtad? 

3. Bagaimana Relevansi Putusan Pengadilan Agama Negara Bali Nomor: 

0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr tentang Pemberian Hak Haḍa>nah Anak Belum 

Mumayiz kepada Ayah karena Ibu Murtad dengan Hukum Islam? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan 

gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang 

mungkin pernah dilakukan oleh penelitian lain sebelumnya sehingga 

diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Untuk 

mengetahui orisinalitas penelitian ini, penulis perlu mengemukakan karya 

tulis (penelitian) terdahulu yang berhubungan dengan tema Analisis Hukum 
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Islam terhadap Pemberian Hak Haḍa>nah Anak Belum Mumayiz kepada Ayah 

karena Ibu Murtad dalam putusan No. 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr Pengadilan 

Agama Negara, Bali. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang tema 

tersebut, yaitu: 

1. Skripsi yang telah ditulis oleh Faridatul Lailia 10210032 UIN Maulana 

Malik Ibrahim, Malang pada tahun 2015 dengan judul Pertimbangan Hakim 

Dalam Putusan Pengasuhan Anak (Haḍa>nah) Yang Belum Mumayiz 

Dibawah Asuhan Ayah (Studi Perkar Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg). 

Skripsi ini mengkaji bagaimana hakim memberikan haḍa>nah  kepada ayah 

selaku pengugat, hakim berpendapat bahwa dalam putusan tersebut 

contralegem, karena dalam memutuskan perkara tersebut hakim keluar dari 

Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a dalam pertimbangan putusan 

tersebut hakim tidak mempertimbangkan berdasarkan Undang-Undang 

Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002. 

Tetapi hakim lebih mengutamakan fakta yang terjadi dipersidangan 

serta bersumber pada kitab Kifayatul Akhyar yang menyatakan pengasuhan 

anak menjadi hak bekas istri sepanjang istri masih memenuhi syarat yaitu 

tidak bersuami baru. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis sama-

sama membahas tentang putusan pengasuhan hak asuh anak yang belum 

mumayiz, adapun perbedaan adalah skripsi tersebut membahas pengasuhan 

anak yang belum mumayiz dibawah asuahan ayah hanya karena istrinya 

sudah menikah lagi akan tetapi masih beraga Islam, sedangkan skripsi yang 

penulis angkat lebih fokus mengkaji pertimbangan hakim memberikan 
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haḍa>nah kepada ayah dengan alasan karena ibu dari anak-anak ini kembali 

kepada agama asalnya yaitu hindu atau bisa dikatakan murtad.13 

2. Skripsi yang telah ditulis oleh Hanum Azkiyah, UIN Sunan Ampel 

Surabaya tahun 2014 dengan skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum 

Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo 

No.103/Pdt.G/2011/PA.Sda Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan 

Kepada Isteri Yang Murtad”. Skripsi ini mengkaji mengenai hak asuh anak 

yang diberikan kepada isteri yang murtad dengan adanya kesepakatan. 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memberi putusan bahwa hak 

asuh anak yang masih berumur 1 tahun 3 bulan yaitu anak yang belum 

mumayiz adalah hak ibunya sebagai pemegang haḍa>nah (hak mengasuh). 

Sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan pasal 105 

huruf a. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis sama-sama membahas 

tentang hak asuh anak, adapun perbedaan adalah skripsi tersebut membahas 

pengasuhan anak yang diberikan kepada ibu (istri) yang jelas jelas sudah 

murtad. Sedangkan skripsi yang penulis angkat lebih fokus mengkaji 

pertimbangan hakim memberikan haḍa>nah kepada ayah karena ibu dari 

anak-anak ini murtad.14 

3. Skripsi yang telah ditulis oleh Suryati Yusuf, Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kendari tahun 2016 dengan skripsinya yang berjudul "Analisis 

                                                           
13 Faridatul Lailia, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan Anak (Haḍana) Yang 

Belum Mumayyiz Dibawah Asuhan Ayah (Studi Perkara Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg). 

Skripsi Ini Mengkaji” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015). 
14 Hanum Azkiya, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 

Sidoarjo No.103/Pdt.G/2011/Pa.Sda Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Isteri 

Yang Murtad” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014). 
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Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Hak Asuh Anak yang 

Belum Mumayiz Oleh Ayah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama 

Kendari No. 0459/Pdt. G/2015/ PA.Kdi)". Skripsi ini mengkaji mengenai 

hak asuh anak yang diberikan kepada ayah dengan pertimbangan hakim 

dalam penyelesaian perkara hak asuh anak yang belum mumayiz oleh ayah 

karena ibu tidak memenuhi syarat-syarat haḍa>nah, yaitu mempunyai akhlak 

tercela yang dianggap tidak dapat mendidik anak-anaknya dengan baik. 

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis sama-sama membahas 

tentang putusan pengasuhan hak asuh anak yang belum mumayiz, adapun 

perbedaan adalah skripsi tersebut membahas pengasuhan anak yang belum 

mumayiz dibawah asuahan ayah dengan alasan istri memiliki perilaku 

tercela tetapi masih beragam Islam, sedangkan skripsi yang penulis angkat 

lebih fokus mengkaji pertimbangan hakim memberikan hak haḍa>nah  

kepada ayah karena ibu (istri) kembali kepada agama asalnya hindu atau 

murtad.15 

4. Artikel yang ditulis oleh Nisa' Nur Amalia, Noor Fatimah Mediawati, Emy 

Rosnawati, dan Rifqi Ridlo Phahlevy Universitas Muhamadiyah Sidoarjo 

tahun 2018 dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 

3346/Pdt.G/2016/Pa.Sby Tentang Ayah Sebagai Pemegang Hak Asuh 

Anak”. Artikel ini membahas bahwa Putusan Hakim Nomor 

3346/Pdt.G/2016/PA.Sby tidak sesuai/menyimpang dari Undang-

                                                           
15 Suryati Yusuf, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Hak Asuh Anak 

yang Belum Mumayyiz Oleh Ayah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kendari No. 

0459/Pdt. G/2015/ PA.Kdi)” (Skripsi-- IAIN Kendari, 2016). 
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UndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum 

Islam. 

Menurut Kompilasi Hukum Islam Anak yang belum mumayiz hak 

asuhnya jatuh kepada Ibunya, sedangkan menurut Undang-Undang 

Perlindungan Anak hak asuh anak tetap menjadi tanggung jawab kedua 

orang tuanya. Tetapi, putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya 

memenangkan Ayah sebagai pemegang hak asuh anaknya, karena Ibunya 

tidak menjalankan kewajiban maupun tanggung jawabnya terhadap anak-

anaknya. 

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis sama-sama membahas 

tentang putusan pengasuhan hak asuh anak, adapun perbedaan adalah 

skripsi tersebut membahas pengasuhan anak yang belum mumayiz dibawah 

asuhan ayah hanya karena ibu nya tidak menjalankan kewajibannya sebagai 

seorang ibu, sedangkan skripsi yang penulis angkat lebih fokus mengkaji 

pertimbangan hakim memberikan haḍa>nah kepada ayah karena ibu telah 

kembali keagama asalnya hindu atau murtad dan istrinya pun masih 

sanggup untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai 

seorang ibu. Selain itu juga dalam artikel ini pisau analisis yang digunakan 
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adalah analisis yuridis berbeda dengan yang akan penulis kaji adalah 

analisis hukum Islam.16 

5. Skripsi yang telah ditulis oleh Anggun Retno Wardani, Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2015 dengan skripsinya yang 

berjudul "Penetapan Hak Haḍa>nah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada 

Ayah (Analisi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 0295/Pdt. 

G/2015/ PA.Pwt)". 

Skripsi ini mengkaji mengenai hak asuh anak yang diberikan kepada 

ayah dengan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara hak asuh 

anak yang belum mumayiz oleh ayah karena ibu tidak memenuhi syarat-

syarat haḍa>nah, yaitu telah pindah dari agam islam ke agama kristen dan 

disamping itu juga sang ibu sering melalikan kewajibannya untuk merawat 

anaknya dengan baik. 

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis sama-sama membahas 

tentang putusan pengasuhan hak asuh anak yang belum mumayiz yang 

diberikan pada ayah karena ibunya terlah keluar dari agam islam (murtad), 

adapun perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas pengasuhan anak 

yang belum mumayiz dibawah asuahan ayah dengan alasan istri telah 

berpindah agama dari islam ke kristen dan sering melalaikan kewajibannya 

sebagai seorang ibu untuk merawat anaknya dengan baik, sedangkan skripsi 

yang penulis angkat lebih fokus mengkaji pertimbangan hakim memberikan 

hak haḍa>nah  kepada ayah karena ibu (istri) kembali kepada agama asalnya 

                                                           
16 Nisa' Nur Amalia,“Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 3346/Pdt.G/2016/Pa.Sby Tentang 

Ayah Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak” (Artikel--UMSIDA, 2018). 
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hindu atau murtad disamping itu juga obyek peneletian berupa putusan 

yang dikaji juga berbeda antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis 

tulis.17 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan maslah yang telah disebutkan diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan:  

1. Untuk mendapatkan pengetahuan secara mendalam tentang pertimbangan 

hukum hakim dalam mengambil putusan Pengadilan Agama Negara Bali 

Nomor: 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr. tentang hak haḍa>nah anak belum 

mumayiz kepada ayah karena ibu  murtad. 

2. Untuk mendapatkan pengetahuan secara mendalam tentang dasar hukum 

hakim dalam mengambil putusan Pengadilan Agama Negara Bali Nomor: 

0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr. tentang hak haḍa>nah anak belum mumayiz 

kepada ayah karena ibu  murtad. 

3. Untuk mendapatkan pengetahuan secara mendalam tentangrelevansi 

putusan Pengadilan Agama Negara Bali Nomor: 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr 

tentang pemberian hak haḍa>nah anak belum mumayiz kepada ayah karena 

ibu  murtad dengan hukum Islam. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah : 

                                                           
17 Anggun Retno Wardani, “Penetapan Hak Hadanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah 

(Analisi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 0295/Pdt. G/2015/ PA.Pwt)” (Skripsi--IAIN 

Purwokerto, 2015). 
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1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk 

memberikan kontribusi dalam perkembangan khazanah ilmu pengetahuan 

dalam hukum Islam khususnya dalam bidang hukum perkawinan. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini  diharapkan mampu memberikan 

informasi dan menambah refrensi baik bagi masyarakat serta civitas 

akademika pada umumnya dan majelis hakim serta pihak-pihak yang 

berperkara pada khususnya dalam mengkaji permasalahan hak asuh anak 

(haḍa>nah). 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah dan memperjelas penelitian ini dipandang perlu 

adanya penjelasan terkait pengertian yang bersifat operasional dari 

konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, 

menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Pemberian 

definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep/variabel yang dipandang 

masih belum operasional dan bukan kata perkata,18 antara lain: 

1. Analisi Hukum Islam  

Yakni menganalisa suatu permasalahan dengan hukum islam dengan 

didasarkan pada ketentuan dan sumber hukum yang berlaku berdasarkan 

pada al-Qur’an, al-Sunnah, pendapat para fuqoha dan Kompilasi Hukum 

Islam (KHI).  Yang dalam penelitian ini berarti analisi konsep hukum islam 

terhadap putusan Pengadilan Agama Negara no. 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr. 

tentang pemberian hak haḍa>nah anak belum mumayiz pada ayah karena ibu 

                                                           
18 Tim Penyusun Fakultas Syariah, Petunjuk Penulisan Skripsi...,  9. 
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murtad. Konsep hukum Islam yang dimaksud adalah teori hukum Islam 

mengenai haḍa>nah anak dan juga maṣlahah mursalah. 

2. Putusan Pengadilan Agama Negara 

Putusan merupakan pernyataan Hakim yang dituangkan dalam 

bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk 

umum sebagai suatu produk Pengadilan Agama sebagai hasil dari suatu 

pemeriksan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Dalam 

penelitian ini penulis meneliti putusan nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr. 

yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Negara yang memberikan 

hak haḍa>nah anak belum mumayiz pada ayah karena ibu murtad. 

3. Hak Haḍa>nah Anak Belum Mumayiz 

Hak haḍa>nah adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk 

melakukan pemeliharaan, pengasuhan terhadap anak kecil yang belum 

baligh atau belum mampu untuk menjaga dan mengurus dirinya sendiri. 

Sedangkan belum mumayiz adalah anak yang masih berusia dibawah 12 

tahun. Dalam penelitian ini hak haḍa>nah tersebut diberikan kepada ayah 

karena ibu dari anak-anak tersebut murtad sedangkan anak-anak masih 

berusia 10 tahun dan 1 tahun. 

4. Ibu Murtad 

Ibu adalah seorang perempuan yang memiliki anak, sedangkan 

murtad adalah keluar dari agama islam atau berpindah dari agama islam ke 

agama yang lain. Dalam penelitian ini adalah seorang ibu yang keluar dari 

agama Islam dan kembali ke agama asalnya yakni agama Hindu. 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

metode penelitian kualitatif yang disusun sampaikan secara deskriptif. Jenis 

dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research). 

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengkaji 

ataupun menemukan hukum guna untuk menjawab suatu permasalahan hukum 

yang dihadapi baik bersifat akademik maupun praktisi, yang melingkupi 

aturan hukum, asas-asas hukum, serta norma-norma yang berkembang dan 

suatu fakta hukum yang ada ditengah masyarakat.19 

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis 

memandang perlu untuk mengemukakan sub bahasan yang terkait tentang 

metode penelitian, diantaranya sebagai berikut: 

1. Data Yang Dihimpun 

Data yang dikumpulkan, yakni data yang perlu dihimpun untuk 

menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.20 Adapun data yang akan 

dihimpun adalah  

a. Data yang terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Negara Bali 

Nomor: 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr tengtang pemberian hak Haḍa>nah 

anak belum mumayiz kepada ayah karena ibu  murtad. 

b. Pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam Putusan Pengadilan 

Agama Negara Bali Nomor: 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr tengtang 

                                                           
19 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 19. 
20 Tim Penyusun Fakultas Syariah, Petunjuk Penulisan Skripsi..., 9. 
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pemberian hak haḍa>nah anak belum mumayiz kepada ayah karena ibu  

murtad. 

2. Sumber Data 

Sumber data merupakan data yang digunakan oleh penulis sebagai 

rujukan dari mana data tersebut diperoleh, Diantara sumber data yang 

digunakan oleh penulis adalah : 

a. Bahan hukum primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki 

ketentuan utama dan mengikat yakni memiliki otoritas sebagai rujukan 

data penelitian hukum. bahan hukum primer bersifat mandatory 

authority (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di 

wilayah hukum sendiri dan putusan hakim). Bahan hukum primer dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1) Putusan Pengadilan Agama Negara, Bali Nomor: 

0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr tengtang pemberian hak haḍa>nah anak yang 

belum mumayiz kepada ayah karena ibu  murtad. 

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

b. Bahan hukum sekunder 

Mengenai bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini ialah 

bahan studi pustaka yang memuat informasi mengenai bahan hukum 

primer. Bisa dikatakann bahan hukum sekunder meliputi pendapat-

pendapat ahli hukum yang dituangkan dalam karya tulis dan dibukukan, 

jurnal-jurnal hukum, maupun karya tulis ilmiah para civitas hukum 
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seperti skripsi hukum, thesis hukum, disertasi hukum, disamping itu 

juga meliputi komentar undang-undang dan komentar putusan 

pengadilan.21 

Diantara bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu : 

1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-undang No.1 Tahun 1974. 

3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 210/K/AG/1996. 

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 

5) Problematika Hukum Keluarga Islam Kotemporer, karya Satria 

Efendi M. Zein. 

6) Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam, Jurnal karya  Abdul basith 

Junaidiy. 

7) Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak 

Haḍa>nah dan Batasan Umur Mumayiz, jurnal karya Korik Agustian. 

8) Dan juga buku-buku, jurnal serta hasil penelitian yang berkaitan 

dengan hak haḍa>nah anak yang belum mumayiz. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan skripsi ini, Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan 

data dengan studi kepustakaan, ialah teknik yang digunakan dalam 

memperoleh data dengan cara membaca, merangkum, menelusuri, mencatat 

                                                           
21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Press, 

2015), 29. 
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dan mengkaji melalui sumber pustaka yang berupa Kitab Undang-undang, 

buku-buku, ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hak haḍa>nah anak 

yang belum mumayiz. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya menganalisis dan menata secara 

sistematis seluruh hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan mengenai putusan Pengadilan Agama Negara, Bali nomor. 

0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr tentang pemberian hak haḍa>nah anak belum 

mumayiz kepada ayah karena ibu  murtad.  

Hasil dari pengumpulan data tersebut dibahas dan kemudian 

dilakukan analisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu 

mengumpulkan data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data 

tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran 

mengenai relevansi dari Putusan Pengadilan Agama Negara, Bali Nomor. 

0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr tentang pemberian hak haḍa>nah anak belum 

mumayiz kepada ayah karena ibu  murtad dengan hukum Islam.  

Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif yaitu dengan memahami dalil-dalil di al-Qur’an, Hadis, pendapat 

ulama, serta kaidah fiqih sehingga dapat menarik suatu kesimpulan dimulai 

dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan 

menggunakan penalaran atau rasio yang kemudian ditarik kesimpulan. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan dalam penelitian ini mempunyai alur pemikiran yang 

jelas dan fokus pada pokok permasalahan, dan mempermudah memahami 

tulisan ini maka diperlukan sistematika pembahasan dari penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab 

yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan. 

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua landasan teori berisi konsep 

umum tentang haḍa>nah dan maṣlahah mursalah: definisi haḍa>nah, dasar 

hukum haḍa>nah, syarat-syarat haḍa>nah, faktor yang menyebabkan gugurnya 

haḍa>nah, urutan pemegang haḍa>nah, batas masa haḍa>nah, haḍa>nah dalam 

Kompilasi Hukum Islam dan juga konsep umum maṣlahah mursalah yang 

dimulia dari pengertian maṣlahah mursalah, dasar hukum maslaha mursalah, 

syarat maṣlahah mursalah, dan macam-macam maslahah. 

Kemudian dilanjutkan dengan bab tiga yang berisi tentang gambaran 

umum Pengadilan Agama Negara dan putusan Pengadilan Agama Negara 

nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr. 

Kemudian bab empat adalah inti penelitian yang berisi tentang analisis 

hukum islam terhadap putusan Pengadilan Agama Negara no. 

0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr tentang hak asuh anak yang belum mumayiz. 
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Kemudian dilanjutkan bab lima penutup, merupakan hasil paling akhir 

dalam pembahasan skripsi ini yang berkaitan kesimpulan dari serangkaian 

pembahasan mulai dari bab satu sampai dengan bab empat yang kemudian 

ditutup dengan saran yang membangun. 
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BAB II 

KONSEP UMUM TENTANG HAḌA>NAH DAN MAṢLAHAH MURSALAH 

 

A. Konsep Umum Haḍa>nah 

1. Pengertian Haḍa>nah 

Pemeliharaan anak dalam bahasa arab dikenal dengan istilah haḍa>nah. 

Secara etimologi, haḍa>nah berasal dari kata (حضن) artinya menghimpun, 

tinggal, memelihara, mengasuh dan memeluk.1 Adapun secara terminologi 

haḍa>nah adalah pemeliharaan dan pendidikan anak sejak lahir sampai anak 

tersebut dapat berdiri sendiri. Mengasuh anak berarti mendidik, 

memelihara, mengurus makanan dan minuman, pakaian, dan 

kebersihannya.2 

Beberapa ahli fiqh mendefinisikan istilah haḍa>nah, sebagai perbuatan 

pemeliharaan anak baik laki-laki maupun perempuan yang belum mumayiz, 

menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari 

macam bahaya yang mungkin menimpanya, mendidik jasmani dan rohani, 

serta akalnya agar mampu untuk beridiri sendiri menghadapi hidup dan 

memikul tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. 

Menurut Wahbah Zuhaili, haḍa>nah adalah memelihara dan mendidik 

orang yang belum bisa untuk mandiri dalam menangani segala urusan 

pribadinya. Orang yang belum bisa mandiri itu misalnya karena ia belum 

                                                           
1  Yunus Mahmud, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dhuriy<ah, 2007), 104. 
2 Al-Barry Zakaria Ahmad, Hukum Anak-Anak Dalam Islam (Surabaya: Bulan Bintang, 2003), 

51. 
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mumayiz, seperti anak kecil dan orang gila. Perbuatan tersebut dilakukan 

dengan cara melindungi segala urusan, baik dari mengatur makanan 

minumannya, pakaiannya, tidurnya, membersihkan dirinya, mencuci 

bajunya dan lain sebagainya.3 Disamping itu Sayid Sabiq mendefenisikan 

haḍa>nah adalah merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun 

perempuan, ataupun anak yang telah beranjak dewasa akan tetapi belum 

mumayiz tanpa sangkutpaut siapapun, melindungi dari apapun yang dapat 

merusak dan dapat menyakiti anak tersebut, memberikan pendidikan 

jasmani dan rohani supaya bisa mandiri dalam menghadapi hidup dan 

membawah tanggung jawabnya.4 

Dengan demikian, mengasuh artinya memelihara dan mendidik. 

Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum 

mumayiz atau belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, 

belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya.5 

Pengertian haḍa>nah berbeda dengan pendidikan (terbiyah). 

Disamping melakukan pemeliharaan jasmani dan rohani, didalam haḍa>nah 

juga terkandung pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidikan bisa 

dilakukanoleh siapa saja baik anggota keluarga ataupun diluar dari keluarga 

karena pendidikan merupakan pekerjaan profesi, sedangkan haḍa>nah hanya 

                                                           
3 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh (Damskus: Dar al-Fikr, 1989), 717. 
4 Ibid., 127. 
5 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat II  (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 171. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

dilakukan oleh keluarga anak, kecuali anak tersebut tidak memiliki 

keluarga.6 

2. Dasar Hukum Haḍa>nah  

Anak merupakam amanah yang diberikan oleh Allah. Islam telah 

memberikan kewajiban atas pemeliharaan anak sebagaimana disebutkan 

dalam firman Allah Swt: 

                                 

                              

                                   

                                  

                             

 

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan 

cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 

karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 

dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka 

tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan 

oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 

kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah: 233)7 

 

Dalam ayat ini Allah Swt, telah memberikan kewajiban kepada orang 

tua untuk memelihara anak-anak mereka, ibu berkewajiban menyusuinya 

                                                           
6 Muhammad Benyamin, dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka 

Setia, 2017), 78. 
7 Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Sygma, 2005), 37. 
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sampai umur dua tahun dan ayah yang berkewajiban untuk memberikan 

nafkah kepada ibu dan anaknya. Ibu boleh berhenti untuk menyusui 

sebelum dua tahun akan tetapi harus ada kesepakatan antara orang tua, dan 

boleh diberikan kepada perempuan lain untuk menyusui anak tersebut 

dengan syarat perempuan tersebut diberikan upah yang sesuai. 

Diperbolehkannya hal semacam ini demi keselamatan dan kemaslahatan 

anak itu sendiri. 

3. Syarat-Syarat Haḍa>nah 

Ada dua unsur pemeliharaan atau pengasuhan anak yang menjadi 

rukun haḍa>nah orang tua yang mengasuh dan anak yang diasuh.8 Tugas 

haḍa>nah bukan suatu pekerjaan yang mudah dilaksanakan, oleh karenanya 

tidak sembarang orang yang dapat melakukan tugas tersebut sehingga 

Islam memberikan syarat-syarat kepada pengasuh. Jika ada syarat atau 

kriteria yang tidak dipenuhi maka orang tersebut tidak berhak atau gugur 

haknya menjadi pengasuh dari anak tersebut.  

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengasuh adalah 

sebagai berikut: 9 

a. Berakal sehat. Orang kurang akal atau tidak berakal (gila) tidak dapat 

melakukan haḍa>nah karena membutuhkan tanggungjawab yang besar 

selain itu mereka tidak dapat mengurusi dirinya sendiri, tidak mengerti 

apa yang dibutuhkan oleh anak. 

                                                           
8 Amir Syariffudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-
undang Perkawinan (Jakarta; Kencana, 2006), 328. 
9 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, juz 8 (Bandung, PT Alma’arif,1980), 165-166. 
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b. Dewasa (baligh). Orang yang belum dewasa dianggap belum mampu 

untuk melakukan haḍa>nah karena belum mampu untuk mengurus dirinya 

sendiri dan haḍa>nah merupakan pekerjaan yang berat. 

c. Mampu mendidik. Dalam artian bahwa orang yang boleh menjadi 

pangasuh anak adalah bukan orang yang memiliki penyakit buta atau 

menular, atau sakit lain yang melemahkan jasmaninya sehingga tidak  

mampu untuk mengurus orang lainyang bahkan dirinya sendiri perlu 

untuk diurus. Sebab hak haḍa>nah diberikan terutama ditujukan untuk 

kemaslahatan si anak dalam bidang pendidikan, pemeliharaan, dan 

perlindungan. Hal itu tidak bisa dilakukan dengan semua kekurangan 

terebut. Namun penilaian kecakapan ibu yang bekerja diserahkan kepada 

Pengadilan.  

d. Dapat dipercaya dan berakhlak, orang yang tidak dapat dipercaya tidak 

akan dapat melakukan kewajibannya dengan baik, begitupun orang yang 

memiliki akhlak yang jelek baik perempuan maupun laki-laki seperti 

suka mabuk-mabukan dan suka berzina, tidak dipandang cakap 

melakukan tugas haḍa>nah. Karena ditakutkan akhlak yang buruk itu 

akan mempengaruhi dan menular kepada anak kecil yang diasuhnya. 

Ini tidak berarti bahwa perempuan yang tidak beragama dengan 

baik tidak berhak untuk melakukan tugas haḍa>nah. Tugas tersebut tetap 

boleh ia lakukan asalkan akhlak buruknya tidak sampai merusak dan 

merugikan kemaslahatan anak tersebut sehingga menjadikannya 

berakhlak buruk. Dalam hal ini, ia tidak dipandang cakap bukan karena 
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tidak memiliki agama, tetapi karena karena ia kehilangan sifat amanah 

di dalam dirinya dan tidak cakap melakukan haḍa>nah. Dengan demikian, 

jika tidak adanya agama tidak mengakibatkan kerugian pada perilaku 

akhlak dan keagamaan anak, maka ia tetap dipandang cakap melakukan 

haḍa>nah. 

e. Islam, seorang anak kecil tidak boleh dan tidak berhak diasuh oleh orang 

yang non muslim, karena tugas dari seorang pengasuh adalah 

memberikan pendidikan yang mengarahakannya pada agama Islam dan 

menjadi muslim yang baik, disamping itu permasalah haḍa>nah 

merupakan permasalahan perwalian, sedangkan Allah tidak 

memperbolehkan orang mukmin berada dibawah perwalian orang kafir 

sebagai mana disebutkan dalam Q.S. an-Nisa’ : 141  

بِيلا   َُ نِيَ  ٍَِنَ عَلَى الْمُؤِْْ افِ َِ َْلَ اللَّهُ للِْ  ...َ لَنْ يََْ
 

Artinya : ...dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada 

orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. 

 

Disamping itu juga disebutkan dalam sebuah hadits Nabi 

Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa’i 

yang berbunyi:  

نَانٍ  بْنِ  اََفِعِ  َ عَنْ  َّهُ  ُِ ََ، أَ لَ ُْ ِْ  أَ أٍَََهُُ  َ أبََ ْْ ََ، أَنْ  ا َْدَ فَ  َُسْلِ ى النَّبُِّ  أَََْ 
َّ
هُ  صَل

َّ
ُ الل يه 

َ
مَُوس عَل

َّ
 ل

مَُّ  َبَ  ْاَحِيَة ، اْْ َْدَ  ْاَحِيَة ، َ اْْ نَ هُمَا، الصَّبَِّ  َ أََْ  ََ  بَ ي ْ ِّْهِ، لَ إِ  فَمَا ََ  أُ ََّ : فَ قَا ََ فَ  اهْدِهِ، اللَّهُ  مَا
جٍه ابو دا د   النسائي   صِِهالْاكَ .فأَََخَذَهُ  أبَيِهِ  إِلَ  )اخ  

 

Artinya : Dari Rafi’i bin Sinan RA, ia berkata : bahwa ia telah 

masuk Islam. Hanya saja istrinya menolak untuk masuk Islam. 

Nabi Saw, lalu mendudukan ibunya di satu sisi dan ayahnya disisi 

yang lain serta mendudukan anaknya diantara keduanya. Maka 
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anaknya pun lebih condong kepada ibunya. Nabi Saw, berdoa, “ya 

Allah berilah hidayah kepadanya. Lalu anaknya berpaling dan 

condong kepada ayahnya, kemudian ia pun mengambilnya. (HR. 

Abu Daud dan An-Nasa’i) hadist ini dinilai shahih oleh Al-

Hakim.10 

 

Dari ayat al-Qur’an dan hadis diatas dapat dengan jelas dipahami 

bahwa ornag yang mengasuh harus beragama Islam karena sangat 

mempengaruhi dan berperan penting dalam hal memberikan pengasuhan 

dan pendidikan terhadap perkembangan anak dan juga agama anak yang 

diasuh, disamping itu permasalahan haḍa>nah ini juga berkaitan dengan 

perwalian dimana anak yang diasuh tersebut diwakilkan dalam 

perbuatannya yang belum mampu untuk dipahami oleh karenanya 

seorang pengasuh diharuskan beragama islam sehingga perwakilan yang 

dilakukan terhadap anak tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan 

agama Islam. 

Meskipun disatu sisi pada dasarnya syarat inipun masih 

diperselisihkan oleh para fuqaha, dimana antara pengasuh dan yang 

diasuh harus sama-sama beragama Islam. Mayoritas fuqaha termasuk 

Hanabilah dan ash-Shafi’iyah berpendapat bahwa orang yang menjadi 

pengasuh harus beraga Islam. 

Sedangakn menurut sebagian yang lain, yaitu Malikiyah dan 

Hanafiyah berpendapat bahwa islam tidak termasuk syarat untuk 

malakukan haḍa>nah terhadap anak yang belum mumayiz karena menurut 

sebagian fuqaha tersebut haḍa>nah  adalah hak dari ibu terhadap anaknya 

                                                           
10 Al-Imam Abu Dawud, Sunan Abi ̄ Dāwud, Juz II (Beirut: Da ̄r al-Kutub al-‘Ilmiya<h, 1996), 139. 
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yang dilahirkan dari hubungan pernikahan yang sah, kecuali jika anak 

tersebut sudah mumayiz. Karena ketika anak belum mencapai usia 

mumayiz dia masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu 

kandungnya. 

Jika dilihat dalam pandangan ini tidak begitu mengkhawatirkan 

sang anak terpengaruh dengan agama ibunya, karena menurut sebagian 

fuqaha, anak yang belum mumayiz tersebut belum mengerti masalah 

agama kecuali jika suatu saat terbukti adanya kesengajaan seorang ibu 

menyeret anaknya untuk mengikuti agama ibunya.11 

Akan tetapi permasalahan haḍa>nah bukan hanya sekedar untuk 

menjaga anak itu tetapi juga memberikan pendidikan dan pengasuhan 

yang baik untuk anak tersebut sehingga hal yang perlu untuk 

dikhawatirkan adalah jika pengasuh tidak memiliki agama yang sama 

dengan anak yang diasuh maka anak tersebut akan dididik dan 

dibesarkan sesuai denganajaran agama diluar dari islam, oleh karenya 

sangat pengasuh harus beraga islam. 

Disamping itu, disyaratkannya beagama islam juga merupakan hal 

yang penting untuk menjaga dan melindungi agama anak sebagaimana 

salah satu tujuan dari disyariatkannya hukum dalam islam adalah untuk 

menjaga agama. Sehingga tujuan dari syarat ini yang terutama adalah 

untuk melindungi agama yang dimiliki oleh anak dari ajaran yang 

disampaiakan oleh orang oleh pengasuh jika beragama selain islam. 

                                                           
11 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta: Prenada 

Media, 2004), 174. 
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f.   Ibunya tidak menikah lagi dengan laki-laki lain, jika si ibu menikah 

lagi maka hak haḍa>nah yang melekat padanya dicabut dengan 

sendirinya, akan tetapi jika ibu utersebut menikah dengan mahram 

anaknya seperti paman dari anak tersebut maka hak haḍa>nah anaknya 

tidak dicabut. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw, yang 

artinya : 

ثَ نَا الْوَليِدُ عَنْ أَبِ عَمْ  ثَ نَا مََْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّ ِِ عَ حَدَّ ثَ اََعِيَّ حَدَّ  َْ ِِ اْْ ْْ مٍُْ  ٍٍ  ََ 
َْيْبٍ عَنْ أبَيِهِ  ً   بْنُ شُ ٍَأَ ْْ ٍٍ  أَنَّ ا هِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْ ِِ عَنْ جَدِّ ُُوََ اللَّهِ إِنَّ ابْ ْْ َاَ ََ هَذَا    َاَلَ

يٍِ لَهُ حِوَاء  َ إِنَّ أَ  قَاء  َ حِجْ ُِ اََدَ أَنْ ََ نْتَزِ كَانَ بَطِِْ لَهُ ِ عَاء  َ ثدََِْي لَهُ  ِِّ باَهُ َلََّقَِِ َ أَ عَهُ ِْ
ََ لََاَ ََ  ِْ أَحَ ُُّّ بِ فَ قَا ْْ ََ أَ لَّ َُ ََْ ُُوَُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ َ  هِ َْا  َ اه ابو دا د) ي ( ِِ ِِ  ََ نْ

 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid 

As-Sulamiy, Telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari 

Abu ‘Amru – yaitu Al-Auza’iy, Telah menceritakan kepadaku 

‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ‘Abdullah bin 

‘Amru berkata: Bahwa seorang wanita berkata. “wahai 

Rasulullah, sesungguhnya perutku ini adalah sebagai wadah 

anakku, payudaraku sebagai minuman baginya dan pengasuhan 

yang aku lakukan sebagai perlindungan baginya, tetapi 

sesungguhnya ayahnya telah mentalak diriku dan ia ingin 

memutuskannya dari ku.” Rasulullah lalu berkata padanya, 

“engkau lebih berhak dengannya selagi engkau belum menikah.” 

(H>R. Ahmad, Abu Daud dan dinilai shahih oleh Hakim)12. 

 

g. Merdeka, bukan budak karena seorang budak akan lebih sibuk 

mengurus tuannya sehingga tidak diisyaratkan untuk mengasuh anak. 

4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Gugurnya Haḍa>nah 

Berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, jika tidak 

terpenuhi maka seseorang pemegang hak haḍa>nah tidak mendapatkan 

haknya. Menurut pendapat Malikiyah yang sebagian besarnya disepakati 

                                                           
12 Al-Imam Abu Dawud, Sunan Abi ̄ Dāwud, Juz II..., 185. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

oleh para fuqaha lain, bahwa ada empat sebab yang dapat membatalkan hak 

haḍa>nah anak yaitu : 

a. Jika pengasuh bepergian jauh atau ke wilayah yang membahayakan 

dirinya tanpa membawa serta anak asuhnya sehingga anak tersebut 

ditinggal sendirian dan tidak memungkinkan dikunjungi dalam waktu 

itu juga. 

b. Jika pengasuh terkena penyakit menular yang dapat membahayakan 

anak asuh seperti lepra dan lainnya atau hilang akal (gila). Hal ini 

disepakati oleh mazhab Hanabilah 

c. Jika pengasih memperlihatkan akhlak yang tidak terpuji, tidak 

memperhatikan pendidikan agama pengasuh, kurangnya perlindungan 

yang diberikan sehingga kenyamanan dan keamanan anak yang diasuh 

terancam. 

d. Jika ibu yang mengasuh anak tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain 

yang bukan mahram dari anak tersbut. 

Secara umum tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh pengasuh untuk dapat memiliki hak haḍa>nah anak, dimana 

syarat-syarat tersebut harus dipenuhi sehingga tidak menjadi salah satu 

penghalang untuk mendapatkan hak haḍa>nah anak yang belum mumayiz. 

Oleh karenya ada banyak faktor yang harus dipertimangkan dalam 

menetukan apakah seseorang tersebut layak untuk mnejadi pengasuh atau 

layak untuk mendapatkan hak haḍa>nah anak tersebut. Karena tujuan dari 
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haḍa>nah ini adalah untuk merawat, melindungi serta menjaga anak-anak 

yang belum mumayiz sehingga hak-hak mereka terpenuhi secara baik. 

5. Urutan Pemegang Haḍa>nah 

Para ulama telah sepakat bahwa wajib hukumnya untuk mengasuh 

anak, apabila diabaikan maka sama halnya dengan menghadapkan anak 

yang masih kecil pada kehancuran. Ketika perceraian terjadi antara suami 

dan istri dan keduanya memiliki anak yang belum mumayiz dari hasil 

pernikahan tersebut maka harus ditentukan siapa yang lebih berharak untuk 

memegang hak haḍa>nah anak tersebut. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak untuk 

mengasuh anak. Ulama mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa hak 

haḍa>nah terhadap anak merupakan hak ibunya sampai ia menggugurkan 

hak tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama yang lain berpendapat baa 

hak haḍa>nah merupakan hak antara anak dan kedua orang tuanya.13 

Dalam hal menentukan siapa yang lebih berhak untuk memegang hak 

haḍa>nah ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan diantaranya, 

apabila anak tersebut belum mumayiz  maka ibu lebih berhak untuk 

memegang hak haḍa>nah. Kemudian jika anak tersebut sudah mumayiz, 

sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka dia 

diperbolehkan untuk memilih siapa yang lebih berhak mengasuh dirinya.14 

                                                           
13 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: PT.Prenada Media Group, 2016), 128. 
14 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 

141. 
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Meski secara prinsip para fuqaha lebih mendahulukan ibu dan kerabat 

ibu dibandingkan ayah dan kerabat ayahnya, namun para fuqaha masih 

berbeda pendapat terkait rincian urutan yang berhak memegang hak 

haḍa>nah anak beradasarkan kemaslahatannya. Diantaranya sebagai berikut: 

a. Menurut mazhab Hanafiyah: ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara 

perempuan ibu, nenek seayah seterusnya ke atas, saudara perempuan, 

saudara perempuan ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, orang 

yang diberi wasiat. 

b. Menurut mazhab Malikiyah: ibu, nenek dari ibu, saudara perempuan ibu, 

nenek seayah seterusnya ke atas, saudara perempuan, saudara 

perempuan ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, orang yang 

diberi wasiat. 

c. Menurut mazhab Syafi’iyyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara 

perempuan, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara laki-

laki, anak perempuan dari saudara perempuan, saudara perempuan ayah. 

d. Menurut mazhab Hanabilah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek, ibunya 

kakek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara 

perempuan ibu seayah, saudara perempuan ibu sekandung, saudara 

perempuan ibu seibu, saudara perempuan ayah seayah, saudara 

perempuan ayah, saudara perempuan ibunya ibu, saudara perempuan 

ibunya ayah, saudara perempuan ayahnya ayah, anak perempuan 

pamannya ayah. 15 

                                                           
15 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh..., 722. 
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6. Batas Masa Haḍa>nah 

Pelaksanaan hak haḍa>nah anak yang belum mumayiz memiliki batas 

waktu dalam menjalankan hak haḍa>nah. Dimana sebagian fuqaha, yakni 

imam Ahmad dan dan imam asy-Syafi’i menyampaikan, bahwa ketika anak 

yang diasuh tersebut telah sampai pada usia mumayiz, maka anak tersebut 

memiliki hak untuk memilih antara tinggal bersama dengan ayahnya atau 

dengan ibunya untuk diasuh, hal ini berlaku baik pada anak laki-laki 

ataupun anak perempuan. Sebab tujuan utama dari haḍa>nah adalah untuk 

memelihara, merawat dan menjaga anak, sementara anak yang sudah 

mumayiz lebih mengetahui kemaslahatan dirinya.16  

Sebagian ulama lainnya, yakni imam Malik dan imam Abu Hanifah 

sepakat bahwa hak untuk memilih itu tidak diberikan kepada anak. akan 

tetapi keduanya sedikit berbeda pendapat dalam penyelesaiannya. Imam 

Abu Hanifah berpendapat bahwa ketika anak tersebut telah mampu untuk 

hidup mandiri, baik dalam berpakaian, makan dan membersihkan badannya, 

maka ayah lebih berhak atasnya, sebab ayah lebih kuat melakukan 

perlindungan dan lebih mampu membimbing anak yang sudah balig. 

Sedangkan imam Malik berpendapat, bahwa ibu yang lebih berhak sampai 

ia mencapai umur balig pada anak laki-laki dan sampai menikah bagi anak 

perempuan.17 

7. Haḍa>nah  dalam Kompilasi Hukum Islam 

                                                           
16 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., 331. 
17 Ibid., 332. 
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Permasalahan hak asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

disebutkan dalam Pasal 105 yang berbunyi : 

Pasal 105 

Dalam hal terjadinya perceraian : 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya; 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak 

untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaanya; 

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.18 

 

Selain itu permasalahan haḍa>nah juga dijelaskan lebih lanjut secara 

lebih rinci dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam disebutkan sebagai 

berikut: 

Pasal 156 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

a. anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan haḍa>nah dan 

ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka 

kedudukannya digantikan oleh: 

1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 

2) ayah; 

3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 

4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 

5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari 

ayah. 

b. anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan 

haḍa>nah dari ayah atau ibunya; 

c. apabila pemegang haḍa>nah ternyata tidak dapat menjamin 

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan 

haḍa>nah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang 

bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak haḍa>nah 

kepada kerabat lain yang mempunyai hak haḍa>nah pula; 

d. semua biaya haḍa>nah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab 

ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak 

tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) 

                                                           
18 Permata Pres, Kompilasi Hukum Islam..., 40. 
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e. bilamana terjadi perselisihan mengenai haḍa>nah dan nafkah anak, 

Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf 

(a),(b), dan (d); 

f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan 

anak-anak yang tidak turut padanya.19 \ 

 

 

B. Konsep Umum Maslahah  Mursalah 

1. Pengertian Maṣlahah mursalah 

Islam sebagai agama yang membawa kedamaian kepada seluruh alam 

sangat mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya. Hal itu 

diimplementasikan di dalam hukum syara’ yang terdapat dalam al-Qur’an 

dan Hadits. Di balik tujuan disyariatkannya suatu hukum baik itu di dalam 

al-Qur‟an maupun Hadits terdapat hikmah yang tersembunyi, yaitu untuk 

memberi kebaikan kepada manusia. Sesuatu kebaikan itu ada yang dalam 

bentuk memperoleh suatu manfaat atau terhindar dari suatu kemudaratan.20 

Sebagai sumber ajaran, al-Qur’an dan Hadits tidak memuat secara 

rinci peraturan-peraturan yang menyangkut permasalahan ibadah dan 

mu‟amalah. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar permasalahan-

permasalahan hukum Islam, oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau 

prinsip-prinsip yang global. Untuk menghadapi tuntutan perkembangan 

hukum setelah habisnya periode turunnya wahyu sejauh tidak ada nash 

yang jelas, dalam penetapan suatu hukum diserahkan kepada ijtihad bi 

                                                           
19 Ibid., 
20 Selamat Hashim, Maslahah Dalam Perundangan Hukum Syarak (Malaysia: Universitas 

Teknologi Malaysia, 2010), 55. 
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alra’yi para mujtahid. Salah satu bentuk ijtihad yang dapat ditempuh 

melalui metode maṣlahah mursalah.21 

Menurut bahasa, kata maṣlahah berasal dari bahasa Arab dan telah 

dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti 

mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau 

menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya, kata mursalah berasal dari 

kata saluha, yasluhu, salahan; صلح, ََصلح, صَلِا artinya sesuatu yang baik, 

patut, dan bermanfaat. Sedang kata Mursalah artinya terlepas bebas, tidak 

terikat dengan dalil agama (al-Qur‟an dan Hadits) yang membolehkan atau 

yang melarangnya 

Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, ada beberapa macam definisi 

maṣlahah mursalah di antaranya Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf 

menerangkan bahwa maṣlahah mursalah adalah maṣlahah di mana syar’i 

tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan ke-maṣlahah-tan, juga 

tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau 

pembatalannya.  

Disamping itu Menurut Prof. Dr. Rachmat Syafe’i, arti maṣlahah 

mursalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak 

mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat 

suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari’at dan tidak ada ‘illat yang 

keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, 

                                                           
21 Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi 
(Semarang: Walisongo Press, 2008), 40-41. 
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kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’, yakni 

suatu ketentuan yang berdasarkan pengasuhan kemudharatan atau untuk 

menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan maṣlahah 

mursalah.22 

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi maṣlahah 

mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan 

syari’ (dalam mensyari’atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil 

khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.23 Tujuan 

utama maṣlahah mursalah adalah kemaslahatan, yakni mengasuh dari 

kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. 

Dari beberapa definisi maslahah yang telah disampaikan diatas dapat 

ditarik sebuah keismpulan bahwa makna dari pada maṣlahah mursalah itu 

adalah menempatkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan pada al-

Qur’an, hadits maupun sunnah yang berguna bagi kehidupan manusia 

dengan menarik manfaat dan menghindari kerusakan. 

Jika sekilas dilihat dari segi redaksi yang digunakan memang terdapat 

perbedaan, akan tetapi jika dilihat dari segi makna dan maksud pada 

hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum 

dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur‟an maupun 

Hadits, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup 

manusia yang berlandaskan pada asas menarik manfaat dan menghindari 

kerusakan 

                                                           
22 Kholil Munawar, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), 43. 
23 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117. 
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Tolak ukur suatu maslahah adalah terwujudnya tujuan syara’ atau 

lebih dikenal dengan istilah maqāṣid sharīʿah. Hal ini erat kaitannya dengan 

keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin 

dicapai tanpa terwujudnya tujuan syara‟ tersebut yang meliputi 

pemeliharaan lima hal yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, 

dan harta. Lima hal ini disusun berurut berdasarkan prioritas urgensinya. 

2. Dasar Hukum  Maṣlahah mursalah 

Para ulama Islam sepakat bahwa sumber utama hukum Islam adalah 

al-Qur’an dan hadits. Sumber (dalil-dalil) lain seperti ijma<’, qiya<s, istihsa<n, 

mashlahah mursalah masih diperselisihkan, baik eksistensinya maupun 

intensitasnya sebagai dalil hukum. Mazhab Hanafiya<h dan Syafi<ya<h tidak 

memandang maṣlahah mursalah sebagai suatu sumber hukum yang berdiri 

sendiri. Sedangkan Imam Malik, sebagai pembawa bendera maṣlahah 

mursalah, demikian pula dengan mazhab Hanabilah berpendapat, bahwa 

maṣlahah mursalah harus dihargai selama memenuhi syaratnya, karena 

maṣlahah mursalah berorientasi untuk mewujudkan maksud syara’.24 

Adapun sumber asal dari metode maṣlahah mursalah yang 

dipergunakan oleh para ulama adalah diambil dari al-Qur‟an yang terdapat 

dalam QS. Yunus: 57  

َْ َ شِفَاء  لِمَا فِ الصُّ  ُِ نْ ََبِّ َْ َْوْعِظةَ  ِْ ُِ َْ ََدْ جَاءَ نِيَ َاَ أََ ُّهَا النَّاسُ  دُ َِ َ هُد و َ ََمََْة  للِْمُؤِْْ  
 

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu 

pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit 

                                                           
24 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 

1975), 330-331. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

(yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-

orang yang beriman.25 

 

Sedangkan nash dari Hadits yang dipakai landasan dalam 

mengistinbatkan hukum dengan metode maṣlahah mursalah adalah Hadits 

Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Majjah yang 

berbunyi: 

ُُوَُْ الِله صَلّى اللهُ عَ  ََ ََ ََ : َا ََ ا َا اٍََ عَنْ ابِْنِ عَبَسٍ ََضِيَ الله عَنْه ََ َ اََ ضِ ََ : اََضٍََ لَ َُ ََ لَيْهِ َ 
َ اهُ أ مَْدْ,  بن  (هْ مَ )   

 

Artinya: Dari Ibn Abbas RA berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tidak 

boleh membuat madzarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula 

membuat madzarat pada orang lain. (HR. Ahmad dan Ibn Majjah).26 

 

3. Syarat Maṣlahah mursalah 

Maṣlahah mursalah sebagai metode istinbath hukum yang 

mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara 

umum dan kepentingan secara terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain 

maṣlahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas namun 

tetap terikat pada konsep syari’ah yang mendasar. Karena syari’ah sendiri 

ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada umat dan berfungsi untuk 

memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadzaratan (kerusakan). 

Adapun untuk menjaga kemurnian metode maṣlahah mursalah 

sebagai landasan hukum islam, maka harus mempunyai dua dimensi 

penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang 

                                                           
25 Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan terjemahannya..., 215. 
26 Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2 (Bairut: Dar al-Fikr, 

2009), 784. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

terkandung dalam nash (al-Qur‟an dan Hadits) baik secara tekstual maupun 

kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan kepentingan manusia 

yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi 

pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum islam, karena 

bila kedua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam istinbath 

hukumnya hanya akan menjadi sangat kaku dan di satu sisi lain terlalu 

mengikuti hawa nafsu. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan 

standar yang benar dalam menggunakan maṣlahah mursalah baik secara 

metodologi atau aplikasinya.27 

Penerapan maṣlahah mursalah haruslah selaras dengan maqāṣid 

sharīʿah yakni untuk mengasuh dan juga menjaga lima rukun kehidupan 

manusia diantaranya: keselamtan agama (hifz} al-d>in), keselamatan jiwa 

(hifz} al-nafs), keselamatan akal (hifz} al-aql), keselamatan keturunan (hifz} 

an-nasl) dan keselamatan harta (hifz} al-ma>l). Kelima dasar dari maqasid as 

shari’ah merupakan patokan untuk mengatakan sesuatu itu maslahah atau 

tidak. Dengan ditetapkanya lima dasar kemaslahatan ini tidak semua yang 

di anggap maslahah oleh seorang itu menjadi ketentuan dalam 

menetapakan hukum.  

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk kemaslahatan 

yaitu:28  

a. Maṣlahah mursalah adalah maslahah yang hakiki, bukan bersifat umum, 

dalam artian bahwa maṣlahah mursalah dapat diterima oleh akal sehat 

                                                           
27 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fikih..., 152. 
28 Saifuddin Zuhri, Ushul Fikih (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 84. 
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dan benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan 

menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh. 

b. Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan 

dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash ataupun ijma’. 

c. Maṣlahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang 

apabila masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka maka umat 

akan berada dalam kesulitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk 

menghindarkan umat dari kesulitan. 

d. Maṣlahah mursalah harus sejalan dengan maksud-maksud syara’ (Allah) 

dalam mensyari’atkan hukum, dan dapat diterima dan dicapai secara 

logis oleh akal sehat. 

4. Macam-Macam Maslahah 

Untuk memelihara mashlahat secara komprehensif dan proposional, 

maka para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian mashlahah, 

dilihat dari beberapa segi tinjauan. Diantaranya dilihat dari segi prioritas 

penggunaannya mashlahat di bagi menjadi kepada tiga macam, yaitu : 

a. Mashlahah al-Dharu>ri>yah, yaitu kemashlahatan yang berhubungan 

dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. 

Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu; memelihara agama, 

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara 

harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mashalih al-khamsah. 

b. Mashlahah al-Ha>jiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam 

menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang 
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berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara 

kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain mashlahat yang 

dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang 

dihadapinya. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka 

puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu’amalah 

dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik 

c. Mashlahah al-Tahsini>yah, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap 

berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya. 

Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang 

bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, 

dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia. 

Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara’ terbagi kepada 3 

macam diantaranya:29 

a. Mashlahah al-Mu’tabara>h, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh 

syara’, baik dari al-Qur’an maupun hadits. Maksudnya adalah, adanya 

dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan 

tersebut. Misalnya untuk memelihara jiwa, disyari’atkan hukum qishas 

bagi pembunuh yang melakukannya dengan segaja dan bukan karena 

haknya. 

Contoh lainnya, hukuman atas orang yang meminum minuman 

keras dalam hadits Rasulullah Saw, dipahami secara berlainan oleh para 

ulama fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan 

                                                           
29 Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqh (Semarang: Dina Utama, 1994), 67-68. 
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Rasulullah Saw, ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang 

meminum minuman keras. 

b. Mashlahah al-Mulghah, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara’, 

karena bertentangan dengan ketentuan syara’ atau dengan kata lain 

mashlahah yang dibatalkan oleh dalil syari’at atau dilarang 

penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya 

lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat 

menimbulkan mudharat. 

Mashlahah seperti ini dianggap mulghah (tidak terpakai) oleh 

syari’at. Lebih konkritnya, mashlahah seperti ini tidak dapat dijadikan 

konsideran ijtihad dalam merumuskan hukum syariat dikarenakan 

syariat itu sendiri tidak memandangnya sebagai suatu mashlahah yang 

mu’tabara >h. 

c. Mashlahah al-Mursalah, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak 

didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara’ melalui dalil 

yang rinci. Mashlahah ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari 

dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan 

mashlahah mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus 

pada teks syari’at. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA NEGARA DAN PUTUSAN 

PENGADILAN AGAMA NEGARA NO. 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Negara 

1. Sejarah Pengadilan Agama Negara 

Pengadilan Agama Negara lahir dari sebuah keputusan yang 

dikeluarkan oleh Kementrian Agama RI dengan nomor 95 dan 96 Tahun 

1982 yang bersamaan dengan pembentukan 33 Pengadilan Agama di 

seluruh wilayah Republik Indonesia. Pengadilan Agama Negara pada awal 

beroperasi belum memiliki gedung oprasional sendiri seperti saat ini dan 

saat itu masih menempati salah satu gedung yang dikenal oleh masyarakat 

dengan sebutan “Balai Sidang”.1 

Dengan dikeluarkannya surat Keputusan Menteri Agama yang 

tertanggal 28 Oktober 1982 tersebut, tidak menjadikan Pengadilan Agama 

Negara langsung beropeasi sebagaimana sebuah lembaga pada umumnya, 

akan tetapi dengan secara bertahap Pengadilan Agama Negara mulai 

melengkapi diri dengan tambahan personil serta pembangunan infrastruktur 

gedung operasional dan pendukung lainnya. Baru pada tahun 1984 

Pengadilan Agama Negara secara resmi dinyatakan beroperasi untuk 

menjalankan tugas pokok serta fungsinya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku pada masa itu. 

                                                           
1 Mahkamah Agung, Sejarah Pengadian Agama Negara (Jakarta: Pustaka, 2016), 9. 
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Kompetensi relatif  Pengadilan Agama Negara sesuai dengan pasal 4 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

menyebutkan bahwa Pengadilan Agama Negara berkedudukan di 

kotamadya atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah 

kotamadya atau kabupaten. 

Disamping itu kopetensi relatif Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mumutus, dan 

menyelesaikan perkara-perakara pada tingkat pertama antara orang-orang 

beraga Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf dan 

shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. 

Seiring berkembangnya peraturan perundang-undangan di Republik 

ini, maka disahkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan 

kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang 

menambahkan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Agama sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 49 bahwa : 

Pasal 49 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama Islam di bidang: 

a. Perkawinan 

b. Waris 

c. Wasiat 

d. Hibah 

e. Wakaf 

f. Zakat 

g. Infaq 
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h. Shadaqah 

i. Ekonomi Syari'ah 

 

Dengan disahkan Undang-Undang tersebut pada tanggal 20 Maret 

2006 terdapat perubahan solutif terkait penetapan pengangkatan anak 

beradasarkan hukum Islam yang menjadi kewenangan absolut pengadilan 

agama. Oleh karenaya secara prinsip yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan pengadilan agama berwenang untuk menyelesaikan 

perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Negara 

Visi Pengadilan Agama Negara tidak terlepas dari Visi yang telah 

ditentukan oleh Mahkama Agung Republik Indonesia yakni “Terwujudnya 

Badan Peradilan Yang Agung” sehingga visi dari Pengadilan Agama 

Negara adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Negara Yang Agung”. 

Dan langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan visi tersebut 

ditetapkan misi sebagai berikut:2  

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Negara, 

b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, 

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Negara, 

d. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi di Pengadilan 

Agama Negara, 

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Negara 

Pengadilan Agama yang merupakan salah satu penyelenggara 

kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat yang 

                                                           
2 Ibid., 10. 
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mencari keadilan khusus beragama Islam mengenai perkara perdata 

tertentu yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama yang Telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.  

Pengadilan Agama Negara merupakan pengadilan tingkat pertama 

yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-

perkara di tingkat pertama dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan 

hibah yang dilakukan secara hukum Islam serta zakat, waqaf, infaq, 

shadaqah, serta ekonomi syari’ah sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-

Undangn Nomor 50 Tahun 2009. 

Tugas pokok Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut: 

a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap 

perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 

b. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan 

berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya negara hukum RI 

c. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang beragama Islam 

dibidang perkawinana, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan 

ekonomi syaria’ah serta pengangkatan anak. Sesuai pasal 49 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan 
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 

Tahun 2009. 

d. Pengadilan Agama memberikan Itsbat kesaksian Rukyatul Hilal dan 

penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Sesuai pasal 52 a. 

Disamping itu fungsi dari Pengadilan Agama Negara adalah 

menyelenggarakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama dalam 

bidang perdata khusus beradasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 bahwa peradilan 

agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bag irakyat pencari 

keadilan yang beragam Islam mengenai perkara perdata tertentu. 

4. Yuridiksi Pengadilan Agama Negara 

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat 

pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam, Pengadilan 

Agama Negara  merupakan pengadilan agama kelas II yang berada di 

wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan 

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 

Secara khusus terkait pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama 

Negara berada di Kabupaten Jembrana yang terdiri dari 5 kecamatan 

dengan jumlah kelurahan 10 dan 41 desa diantaranya: 

a. Kecamatan Melaya : Kelurahan Gilimanuk, Desa Blimbing Sari, Desa 

Melaya, Desa Ekasari, Desa Nusasari, Desa Candiksuma, Desa 

Warnasari, Desa Tuwed, Desa Tukadaya, Desa Manistut. 
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b. Kecamatan Negara: Kel. Baler Bale Agung, Kel. Banjar Tengah, Kel. 

Lelateng, Kel. Loloan Barat, Desa Banyubiru, Desa Baluk, Desa Cupel, 

Desa Pengambengan, Desa Tegal Badeng Barat, Desa Tegal Badeng 

Timur, Desa Kaliakah, Desa Barangbang. 

c. Kecamatan Jembrana: Desa Budeng, Desa Dangintukadaya, Desa 

Perancak, Desa Air Kuning, Desa Batuagung, Kel. Pandem, Kel. 

Dauhwaru, Kel. Sangkaragung. 

d. Kecamatan Mendoyo: Kel. Tegal Cangkring, Desa Mendoyo Dauh 

Tukad, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Desa Pohsanten, Desa Pergung, 

Desa Delod Berawah, Desa Penyaringan, Desa Yeh Embang Kuah, Desa 

Yeh Embang, Desa Yeh Embang Kangin, Desa Yeh Sumbul. 

e. Kecamatan Prkutatan: Desa Medewi, Desa Pulukan, Desa Pekutatan, 

Desa Asah Duren, Desa Manggisari, Desa Pangyangan, Desa Gumbrih, 

Desa {Pengeragoan. 

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Negar 

Ketua    : Moehamad Fathan, S.Ag., M.H.I 

Wakil Ketua  : Dr. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum. 

Hakim     : a. Abdul Aziz Ali Ramdlani, S.H.I 

    b. Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I 

Sekretaris   : Asrinuddin, S.H., M.H. 

Wakil Panitera  : Imran, S.H 

Panmud. Permohonan : Endang Fatmawati, S.H 

Panmud. Hukum : Sholihuddin, S.H 
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Panmud. Gugatan : Lalu Saparudin,S.H 

Panitera Pengganti : Baiq Rosida, S.H 

Jurusita   : Asma Naymiya, S.Ag 

Jurusita Pengganti   
   : a. Choirul Anam, S.E 

     b. Risma Dwi Jayanthi 

 

Kasubag Umum dan Keuangan : Sarinah 

Kasubag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana : Tikfi  Jamal, S.HI 

Kasubag Teknologi dan Informasi : Adi  Jumardiansyah, A.Md., S.Sos 

Analisis SDM     : Saiful Ghozi Ihkamuddin, S.Psi 

 

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Negara No. 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr 

 
Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pada 

tingkat pertama telah memberikan putusan terhadap perkara dengan nomor 

register 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr. Yang pada dasarnya merupakan perkara 

cerai gugat antara Istri (Penggugat) yang beernama Ida Ayu Komang Sri 

Sariati Dewi berusia 27 tahun, beragama islam, pekerjaan sebagai ibu rumah 

tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana dengan kuasa khusus I 

Ketut Satra Aekurata, SH. Advokat/penasehat hukum yang berkantor di Desa 

Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, dengan 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017, melawan suami 

(Tergugat) yang bernama Agus Herianto berusia 27 tahun, agama Islam, 

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, dengan 

kuasa khusus Donatus Openg, SH. Advokat/penasehat hukum yang berkantor 

di Jalan Nusa Indah Raya No. 49, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan 
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Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, dengan berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 12 April 2017.  

Terkait dengan duduk perkara gugatan yang di daftarkan oleh Penggugat 

pada tanggal 26 April 2017 dengan nomor register 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr. 

Sebelum melakukan proses pemeriksaan materi perkara lebih lanjut, majelis 

Hakim memandang perlu untuk dilakukannya mediasi terhadap ke dua belah 

pihak yang mediatornya telah ditunjuk oleh majelis hakim yang bernama 

Abdul Mustopa, S.HI., M.H. namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak 

menuai kesepakatan sehingga mediator menyerahkan kemablai perkara ini 

kepada majelis hakim. 3 

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 

14 Maret 2007 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali dan telah hidup rukun bahagia dan 

harmonis hingga mempunyai dua orang anak yaitu anak pertama perempuan 

yang dilahirkan pada tanggal 16 Oktober 2007 (10 tahun) yang sekarang ikut 

bersama dengan Tergugat dan anak kedua laki-laki yang dilahirkan pada 

tanggal 09 November 2016 (1 tahun) sekarang ikut bersama Penggugat. 

Akan tetapi kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan 

Tergugat dengan kebahagiaan dan harmonis tersebut sudah mulai mengeropos 

sejak akhir bulan Januari 2017 hal ini dikarenakan sering terjadi petengkaran 

karena Penggugat sering pergi kerumah orang tuanya tanpa sepengetahuan 

dan izin dari Tergugat sebagai suami dari Penggugat. Disamping itu puncak 

                                                           
3 Putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr. 
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pertengkaran antara kedua pihak terjadi karena Penggugat yang dipaksa untuk 

mengikuti agama Tergugat (islam) dan Tergugat tidak mau Penggugat pindah 

ke agama asalnya karena Penggugat sudah menyatakan diri untuk masuk 

agama Islam dan menikah secara agama Islam. 

Selama pertengakaran terjadi, Penggugat dan Tergugat sudah jarang 

tinggal satu rumah karena Penggugat sudah tinggal dirumah orang tuanya 

bersama dengan anak kedua di Kabupaten Jembrana, sedangkan Tergugat 

tinggal bersama anak pertama di Klatakan. Tergugat sebagai suami sudah 

berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini, akan tetapi tidak hasil yang 

didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan yang akhirnya 

menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk 

mempertahankan rumah tangga mereka. 

Dismaping itu untuk memperkuat gugatannya, Penggugat telah 

menyampaikan bukti tulis berupa fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama 

Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan tanggal 14 Januari 2004 oleh KUA 

Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dan juga fotokopi KTP Penggugat 

yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2013 oleh Kota Surabaya.  

Selain alat bukti tulis sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat juga 

mengajukan bukti saksi diantaranya: 

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan petani, 

bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, hubungan saksi adalah sebagai 

ayah kandung dari Penggugat. 
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2. Saksi II, umur 35 tahun, agama hindu, pendidikan SMP, pekerjaan petani, 

bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, hubunagn saksi adalah sebagai 

kakak kandung Penggugat 

Keterangan yang diberikan oleh para saksi pada intinya membenarkan 

bahwa kedua pihak telah menikah dan mempunyai dua orang anak akan tetapi 

pada awal tahun 2009 kehidupan ruamh tangga mereka mulai retalk karena 

sering terjadi pertengkeran antara keduanya disamping itu Tergugat selaku 

suami juga sering mabuk minuman keras, dan main perempuan lain, dan 

keduanya juga sduah terpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun dikarenakan 

Tergugat ditahan karena kasus narkoba sheingga istrinya pulang kerumah 

orang tuanya di Negara. 

 Dari keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut Penggugat dan 

sedang Tergugat membenarkan semua keterangan saksi dari Penggugat yang 

menyebutkan bahwa rumah tangga keduanya telah tidak harmonis sejak awal 

tahun 2009, dan ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat 

sering mabuk minuman keras, serta menjalin hubungan dengan perempuan lain 

dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat. Tergugatpun menyangkal tidak 

pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak 

keberatan untuk bercerai dengan Penggugat. Majelis hakim juga sudah 

meberikan kesempatan yang cukup kepada pihak Tergugat untuk mengajukan 

bukti-bukti dipesidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan 

mengajukan bukti-bukti di persidangan.  
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Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan 

masing-masing, Penggugat tetap pada gugatannya begitu juga Tergugat yang 

tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan untuk meringkas uraian 

putusan  ini, maka selanjutnya menunjuk dalam berita acara sidang yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan. 

 

B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor 

0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr tentang Pemberian Hak Haḍa>nah  Anak yang Belum 

Mumayiz 

 
Untuk memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 

dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, 

Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk melakukan mediasi namun 

tidak tercapainya kesepakatan antara keduanya sehingga persidangan harus 

diteruskan. 

Pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap 

Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak 

harmonis lagi 3 tahun terakhir, yang dimulai dengan sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang pada disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan 

main perempuan serta jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul 

Penggugat 

Sesuai dengan buti yang ada  yaitu bukti (P.1) merupakan akta otentik 

yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka 

terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam 
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pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak 

dalam perkara ini.  

Disamping itu terhadap bukti (P.2) berupa Fotokopi KTP atas nama 

Penggugat yang dikeluarkan oleh Kota Surabaya, dan berdasarkan pengakuan 

Penggugat sekarang ini tinggal di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, 

dan telah kembali ke agama Hindu sejak tanggal 17 Oktober 2014, sekalipun 

dalam KTP masih tercantum beragama Islam, namun oleh karena sejak awal 

tidak ada eksepsi dari Tergugat. 

Dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat untuk 

menguatkan gugatannya, dimana sudah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan 

gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran 

disebabkan Tergugat sering mabuk dan sekarang ini antara Penggugat dengan 

Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya. Dan 

keterangan kedua orang saksi tersebut sudah seseuai dengan sebagian isi 

posita poin 3 dan 4, maka majelis hakim berpendapat keterangan saksi 

tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta dapat diterima 

sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan 

Penggugat dalam perkara. 

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan 

Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, dan P.2, serta keterangan dua 

orang saksi yang dihadirkan dari pihak Penggugat dan jawaban Tergugat, 

majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut : 
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1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah 

2. Penggugat telah kembali ke agama hindu (murtad) pada tanggal 17 

Oktober 2014 

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis 

dikarenakan terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 

oleh Tergugat yang sering mabuk dan main perempuan lain dan pernah 

ditahan karena kasus narkoba. 

4. Penggugat dan Tergugat sudah pisah temapt tinggal selama kurang lebih 3 

tahun. 

5. Majelis hakim sudah berusaha untuk mendamaikan para pihak dengan cara 

menasehati dan memerintah Penggugat dan Tergugat untuk melakukan 

mediasi akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. 

Berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

telah sampai pada kondisi pecah, dan sampai pada kondisi dimana sudah 

sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai pasal 1 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. 

Disamping itu dengan adanya kondisi tersebut diduga akan lebih 

mendatangkan keburukan (mafsadat) daripada kebaikan (maslahat), 

diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua pihak, dan 

menolak keburukan lebih diutamakan daripada mengharapkan kebaikan. 

Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk 

menggugat cerai atas dirinya telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 
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Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 

huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat pada 

petitum angka 1, sudah sepatutnya untuk dikabulkan. 

Terkait dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat tidak dapat 

dikabulkan oleh majelis hakim karena fakta di persidangan berdasarkan  

pengakuan Penggugat yang menyatakana setelah Tergugat ditahan karena 

kasus narkoba pada tanggal 17 Oktober 2014, maka sejak itulah Penggugat 

kembali ke agama Hindu (murtad). Sehingga majelis hakim memperbaiki 

petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menyatakan fasakh perkawinan 

antara Penggugat dan Tergugat. 

Sehubungan dengan hak asuh anak, berdasarkan data kelahiran anak-

anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 10 tahun dan anak kedua 

berusia 11 bulan yang keduanya masuk dalam kategori belum mumayiz, 

berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah menjadi hak 

ibunya/Penggugat. Akan tetapi dalam kasus ini majelis hakim menilai 

Penggugat sebagai ibu yang tidak layak menerima hak asuh anak-anak 

tersebut mengingat fakta dalam persidangan bahwa Penggugat telah pindah ke 

agama asalnya Hindu.  

Selanjutnya, demi keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, 

hak anak untuk mendapatkan perlindungan, sisi ruhaniyyah dan sosial anak, 

serta hak-hak lain bagi anak yang meliputi aspek keagamaan dan 

menyelamatkan aqidah dan keimanan anak maka majelis hakim sepakat untuk 

tidak mengabulkan petitum angak 3 gugatan Penggugat, dan memberikan hak 
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asuh anak kepada Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 156 huruf (c) dan juga 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 210/K/AG/1996. 

Melihat perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka 

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang telah 

ditentukan dalam pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan 

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 

 

C. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Negara dalam Putusan Nomor 

0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr tentang Pemberian Hak Haḍa>nah  Anak yang Belum 

Mumayiz  

 
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa 

perkara dengan nomor register 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr. merupakan perkara 

cerai gugat yang didalamnya terdapat permasalahan hak haḍa>nah anak yang 

belum mumayiz, dimana rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat telah 

dianugrahi dua anak, satu anak perempuan yang berusia 10 tahun dan satu 

anak laki-laki yang berusia 11 bulan. 

Dalam memeriksa dan mengadili perkara no 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr. 

majelis hakim yang di ketuai oleh H. A Nafi’ Muzakki,S.Ag., M.H. dengan 

hakim anggota Maya Gunarsih, S.H.I dan Wahib Latukau, S.H.I menggunakan 

beberapa ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia dengan tujuan untuk memperkuat alasan-alasan dalam 

pertimbangan hakim. 
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Sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

majelis hakim telah berusaha unutuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat 

untuk kembali bersatu, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan 

Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing untuk bercerai.4 

Dalam putusan tersebut majelis hakim memutus fasakh perkawinan 

antara Penggugat dan Tergugat, dan memberikan hak haḍa>nah  kedua anak 

yang belum mumayiz kepada Tergugat selaku ayah kadung dari anak-anak 

tersebut dengan pertimbangan dan dasar hukum yang diberikan oleh majelis 

hakim sebagai berikut: 

Majelis hakim telah mempelajari berkas perkara a quo, dan pengadilan 

agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan 

pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya perkara 

ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili. 

Terhadap barang bukti (P.2) yang berupa Foto Kopi KTP atas nama 

Penggugat yang dikeluarkan oleh kota Surabaya dan berdasarakan pernyataan 

Penggugat yang sekarang tinggal di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, 

dan telah kembali ke agama Hindu sejak tanggal 17 Oktober 2014, sekalipun 

                                                           
4 Putusan Pengadilan Agama Negara Nomor: 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr. 
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dalam KTP nya masih tercantum beraga islam, namun sejak awal tidak ada 

eksepsi dari Tergugat, sehingga berasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Peradilan Agama 

Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. 

Majelis hakim menilai meskipun perceraian merupakan perbuatan yang 

dibenci oleh Allah, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi 

pecah tersebut patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (mafsadat) 

daripada kebaikan (mashlahat), diantaranya penderitaan batin yang 

berkepanjangan bagi kedua pihak, padahal menolak kebuukan harus lebih 

didahulukan daripada mengharapkan kebaikan, sebagaimana kaidah ushul 

fiqih yang terdapat dalam kitab al-Ahsbah Wan Nazhoir, yang berbunyi :  

ُْقَدَّم  عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ  دِ  ُِ َْءُ الْمَفَا  دَ
 

Artinya: menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap 

kebaikan. 

 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaiakan 

diatas oleh majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk 

menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 

jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga majelis 
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hakim menilai gugatan Penggugat petitum angka 1 sudah sepatutnya 

dikabulkan.   

Untuk permohonan yang dimohonkan Penggugat dalam petitum angka 2 

gugatan Penggugat oleh majelis hakim tidak dapat dikabulkan dikarenakan 

fakta dalam persidangan yang berdasarkan pada pengakuan dari Penggugat di 

persidangan bahwa setelah tergugat ditahan dakan kasus narkoba pada tanggal 

17 Oktober 2014, maka sejak saat itulah Penggugat  kembali ke agama Hindu 

(murtad). 

Sehingga mengenai hak asuh anak, dengan didasarkan pada data 

kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 10 tahun dan 

anak kedua berusia 11 bulan yang keduanya masuk dalam kategori belum 

mumayiz, berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah 

menjadi hak ibunya/Penggugat. Akan tetapi dalam kasus ini majelis hakim 

menilai Penggugat sebagai ibu yang tidak layak menerima hak asuh anak-anak 

tersebut mengingat fakta dalam persidangan bahwa Penggugat telah pindah ke 

agama asalnya Hindu.  

Majelis hakim menilai demi keberlangsungan hidup dan tumbuh 

kembang anak, hak anak untuk mendapatkan perlindungan, sisi ruhaniyyah 

dan sosial anak, serta hak-hak lain bagi anak yang meliputi aspek keagamaan 

dan menyelamatkan aqidah dan keimanan anak maka majelis hakim sepakat 

untuk tidak mengabulkan petitum angak 3 gugatan Penggugat, dan 

memberikan hak asuh anak kepada Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 156 
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huruf (c) dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 

210/K/AG/1996. 

Sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis memerintahkan Panitera 

Pengadilan Agama Negara atau pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 

ketentuan tersebut yang selengkapnya sebagaimana dalam dictum amar 

putusan perkara ini; 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 

2. Menfasakhkan perkawinan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat 

(PENGGUGAT); 

3. Memberikan hak asuh anak kepada Tergugat 

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk mengirimkan 

salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara, 

Kabupaten Jembrana dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana serta dan kepada Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya 

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu satu ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2017 

Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadlan 1438 Hijriyah oleh kami H. 

A. Nafi’ Muzakki, S.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, dengan Maya 
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Gunarsih, SHI.. dan Wahib Latukau, SHI., masing-masing sebagai Hakim 

Anggota putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Hakim-Hakim 

Anggota tersebut, serta dibantu oleh Imran, SH. sebagai Panitera Pengganti, 

dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN  PENGADILAN 

AGAMA NEGARA NO. 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr TENTANG PEMBERIAAN  

HAK HAḌA>NAH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ  

 

A. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Mengambil Putusan 

Pengadilan Agama Ngr Bali Nomor: 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr.  

 
Permasalahan penentuan hak haḍa>nah anak kerap kali terjadi karena 

adanya perceraian. Dalam Islam ketentuan tentang siapa yang lebih berhak 

mengasuh anak telah ditentutkan dengan memperhatikan beberapa hal, jika 

anak tersebut sudah mumayiz maka dia diperbolehkan untuk memilih akan 

tetapi jika anak tersebut belum mumayiz  maka ibu lebih berhak untuk 

mendapatkan hak haḍa>nah  anak tersebut, hal tersebut juga telah disepakati 

oleh para ulama. 

Dalam setiap persidangan hakim mempunyai peranan yang sangat 

penting, namun demikian peranan hakim atas perkara yang datang kepadanya 

terbatas pada kewenangan unutk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 

perkara. Oleh karenanya dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim dituntut 

mengedepankan rasa keadilan dengan berdasarkan fakta yang ada, alasan-

alasan, dan dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan atau sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis yang bisa 

dijadikan rujukan atau dasar untuk menjadi pertimbangan dalam proses 

mengadili suatu perkara. 
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Dalam putusan nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr majelis hakim 

Pengadilan Agama Negara dalam pertimbangan hukumnya yang beradasar 

pada gugatan Penggugat, keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti 

serta keterangan dua orang saksi dari pihak Penggugat dan jawaban yang 

diberikan Tergugat, majelis hakim mempertimbangakan mengenai pihak mana 

yang lebih berhak atas haḍa>nah kedua anak tersebut dengan berdasar pada 

terpebuhinya syarat-syarat seseorang untuk menjadi pemegang hak haḍa>nah 

dan pertimbangan untuk menjamin kemaslahatan hidup anak-anak tersebut. 

Lebih lanjut dalam perkara ini majelis hakim menyimpulkan  

berdasarakan pengakuan dari Penggugat sendiri dan keterangan Tergugat  

yang menyatakan bahwa sejak tanggal 17 Oktober 2014 Penggugat telah 

kembali ke agama Hindu (murtad) meskipun identitas yang tertera di KTP 

yang dimiliki oleh Penggugat masih beraga Islam dan Penggugat yang pernah 

melakukan ritual kepada anak yang kedua dengan cara agama Hindu selain itu 

Penggugat juga tidak memiliki pekerjaan dan pengahasilan sendiri untuk bisa 

membiayai anak-anak mereka dan selama ini Tergugat lah yang membiaya 

kehidupan mereka bahkan pendidikan dari Penggugat.  

Disamping itu, dalam persidangan pun berdasarkan keterangan para 

pihak baik dari Penggugat dan juga saksi-saksinya yang menyatakan bahwa 

Tergugat sebagai suami memiliki perilaku buruk selama menjalin kehidupan 

rumah tangga yaitu tergugat sering mabuk minuman keras, menjalin hubungan 

dengan perempuan lain dan disamping itu Tergugat juga pernah ditahan 

selama 3 tahun karena kasus narkoba. 
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Berdasarkan uraian keterangan dari berbagai pihak diatas baik dari 

Penggugat beserta saksi-saksinya maupun Tergugat nampak jelas bahwa 

terjadi perselisihan mengenai siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan hak 

haḍa>nah bagi kedua anaknya. Pada dasarnya kedua belah pihak mempunyai 

alasan yang cukup kuat untuk hakim menetapkan salah satu dari keduanya 

sebagai pemegang hak haḍa>nah. Namun perlu dicermati pemberian hak hadha 

haḍa>nah nah pada seseorang bukanlah perkara yang mudah, hakim harus 

melihat fakta yang ada apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat-

syarat sebagai pemegang hak haḍa>nah. Dalam Islam permasalah hak haḍa>nah 

anak memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua yang akan 

mengasuh anak yaitu: 

1. Berkala Sehat, 

2. Dewasa (baligh), 

3. Mampu untuk mendidik, 

4. Dapat dipercaya dan berakhlak, 

5. Beraga Islam, 

6. Ibunya tidak menikah lagi, 

7. Merdeka, 

Menurut penulis ditetapkannya beberapa syarat bagi pemegang hak hadh 

haḍa>nah anah sebagaimana sibutkan diatas tidak lain memiliki tujuan untuk 

melindungi kehidupan seorang anak terutama dalam pemenuhan hak-hak anak, 

sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan sesosok figur yang 
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mampu untuk mendidik, mengurus, melindungi, dan memenuhi segala 

kebutuhan seorang anak yang diasuhnya tersbebut. 

 

B. Relevansi Putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA. 

Ngr tentang Pemberian Hak Haḍa>nah  Anak yang Belum Mumayiz dengan 

Hukum Islam 

 
Sesuai dengan uraian yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama 

Negara nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr, dalam duduk perkara dan juga fakta 

hukum yang telah disampaikan oleh majelis hakim sudah jelas bahwa kedua 

belah pihak yang perperkara baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai 

cacat hukum yang menjadikan penghalang bagi keduanya untuk menjadi 

pemegang hak haḍa>nah atas kedua anak tersebut. Diamana Penggugat selaku 

ibu mempunyai cacat hukum karena faktor murtad atau kembali pada agama 

asalnya yakni Hindu sedangkan Tergugat  selaku ayah juga mempunyai cacat 

hukum berupa perilaku buruk hingga pernah dijatuhi hukuman pidana penjara 

karena kasus narkoba. 

Jika ditelaah satu persatu mulai dari pihak Penggugat terdapat satu 

syarat yang tidak terpenuhi yaitu faktor murtadnya Penguguat yang kemudian 

menjadi penghalang untuk mendapatkan hak haḍa>nah anak. Menurut pendapat 

jumhur ulama, murtad merupakan penghalang bagi seseorang dalam haḍa>nah 

karena kekhawatiran akan perbedaan aqidah antara pemegang hak haḍa>nah 

dengan anak yang diasuhnya sehingga dikhawatirkan pemegang hak haḍa>nah 

yang notabene murtad atau berbeda keyakinan dengan anak yang di asuh 
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mengajarkan aqidah yang dianutnya, memberikan pendidikan yang tidak 

sesuai dengan ajaran islam sehingga akan menyebabkan si anak menjadi kafir 

karena mengikuti aqidah yang dianut oleh orang yang mengasuhnya. Apalagi 

bagi anak yang belum mumayiz cenderung masih sangat mudah dan rawan 

untuk terpengaruh oleh segala yang diajarkan oleh pengasuhnya. 

Sedangkan disatu sisi anak-anak tersebut masih sangat memerlukan 

pendidikan, pengarahan serta penanaman aqidah yang sesuai dengan ajaran 

islam sejak waktu kecil, tujuan ini akan tercapai bila orang yang mengasuhnya 

juga memliki aqidah yang sama atau sama-sama beragam islam. Sehinga 

menurut penulis, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut majelis hakim 

sudah jelas menjadikan bahwa faktor murtad yang dimiliki oleh Penggugat 

selaku ibu dari keuda anaknya merupakan penghalang baginya menjadi 

pemegang hak haḍa>nah. 

Jika melihat dari posisi Tergugat (ayah) juga tidak memenuhi syarat-

syarat sebagai pemegang hak haḍa>nah, karena dalam faktanya ayah memiliki 

perilaku buruk bahkan pernah dijatuhi hukuman pidana penjara 3 tahun karena 

terlibat kasus narkoba, dan jug asering mabuk minuman keras. Sebelumnya 

sudah dijelaskan  bahwa syarat-syarat sebagai pemegang hak haḍa>nah salah 

satunya adalah berakhlak baik, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya hak 

haḍa>nah Terguagat telah gugur karena tidak memenuhi salah satu syarat di 

atas. Sehingga menurut penulis mengenai perilaku buruk dari Tergugat yang 

menjadikan sebab gugurnya hak haḍa>nah, seharusnya majelis hakim juga perlu 

mempertimbangkan hal tersebut. 
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Dapat disimpulkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dalam 

kasus ini pada dasarnya tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak 

haḍa>nah karena memiliki cacat hukum berupa murtad dan perilaku buruk, 

yang menjadikan keduanya suatu penghalang ditetapkannya sebagai 

pemegang hak haḍa>nah atas kedua mereka, akan tetapi hal tersebut tidak 

menjadi penghalang untuk majelis hakim bisa menetapkan suatu kepastian 

hukum demi kemaslahatan anak-anak tersebut. 

Majelis hakim harus mengembalikan lagi kepada tujuan haḍa>nah itu 

sendiri yaitu untuk menjaga keselamatan hidup anak-anak tersebut dan 

menjuahkan daripada kemafsadatan sehingga menjadi bekal di masa depan. 

Berlandaskan tujuan tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Negara dalam 

putusannya nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr memberikan hak haḍa>nah atas 

kedua anak yang belum mumayiz tersebut kepada Tergugat (ayah) dengan 

pertimbangan kemaslahatan terhadap perkembangan anak-anak tersebut 

karena Penggugat sudah kembali kepada agama asalnya Hindu.  

Berdasarkan pada uraian diatas dan pertimbangan yang digunakan oleh 

majelis hakim dalam menetapkan hak haḍa>nah anak, penulis menilai bahwa 

murtadnya Penggugat merupakan faktor penghalang haḍa>nah yang tidak dapat 

ditolerir, hal ini dikarenakan aqidah merupakan sesuatu yang penting dalam 

hidup seseorang karena hal tersebut berhubungan tentang ia dan Tuhannya. 

Jadi apabila seorang anak yang belum mumayiz diasuh oleh orang tua yang 

kafir besar kemungkinan anak tersebut akan mengikuti agama orang tua 

tersebut, karena pada dasarnya usia anak yang masuk kategori belum mumayiz 
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cenderung suka mengikuti apa yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Oleh 

karena itu pelarangan orang kafir sebagai pemegang hak haḍa>nah anak muslim 

sudah tepat karena hal tersebut sangat membahayakan aqidah seorang. 

Penentuan terkait hak haḍa>nah pada anak selain berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan pendapat ulama dalam kitab yang telah 

dijadikan pertimbangan majelis hakim juga tidak terlepas dari putusan hakim 

terdahulu atau Yurisprudensi yang dijadikan sebagai rujukan. Dimana 

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 210/K/AG/1996 

menyebutkan bahwa persoalan aqidah menjadi parameter diperolehnya hak 

haḍa>nah atas anak. Pertimbangan aqidah orang tua sebagai dasar kelayakan 

mengasuh anak merupakan pertimbangan dari sudut keselamatan rohani anak. 

Dalam pertimbangannya, selain dengan berdasarkan pada hukum 

nomatif majelis hakim juga mendasarkan pada kaidah fiqh yang berbunyi: 

ُْقَدَّم  عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ  دِ  ُِ َْءُ الْمَفَا  دَ
 

Artinya: menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap 

kebaikan. 

 

Berdasarakan kaidah diatas majelis hakim menilai bahwa menolak 

keburukan yakni dengan tidak memberikan hak haḍa>nah anak pada Penggugat 

selaku ibu yang telah kembali kapada agama asalnya Hindu karena ditakutkan 

tumbuh kembang anak secara jasmani dan rohani akan terabaikan sehingga 

diberikan kepada Terguagat selaku ayah yang masih bergama islam. Mengenai 

kaidah fiqih yang dipakai dalam pertimbangan hakim penulis menilai masih 

ada lagi kaidah fiqih yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim yaitu: 
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نْهُ  ضََِا بِاَ ََ تَ وَلَّدُ ِْ  الٍِّضَا باِلشَّيْءِ 
 

Artinya: rela terhadap suatu hal adalah rela dengan akibat yang terjadi 

daripadanya. 

 

Berdasarkan uraian diatas, dalam hal ini penulis setuju dengan 

pertimbangan yang digunakan hakim, karena jika majelis hakim memberikan 

hak haḍa>nah anak pada ibu yang telah kembali pada agama asalnya hindu 

dapat memberikan dampak buruk bagi kemaslahatan kedua anak tersebut, 

terutama dalam pendidikan dan pemenuhan kebutuhan rohani anak. meskipun 

Tergugat selaku ayah memiliki cacat hukum terhadap hak haḍa>nah karena 

perilakunya yang tidak baik tidak begitu memberikan dampak buruk pada 

anak dibandingkan dangan kerusakan yang akan timbul jika hak haḍa>nah tetap 

diberikan pada ibu karena ketika kita merelakan sesuatu maka sama halnya 

kira merelakan segala akibat dan resiko yang muncul terhadap sesuatu yang 

direlakan tersebut. Sesuai dengan salah satu kaidah yang ada diatas.  

Penulis menilai dalam putusannya majelis hakim telah berupaya 

menggunkan pertimbangan maṣlahah mursalah dengan menyelamatkan agama 

kedua anak tersebut, hal ini sesuai dengan konsep maqāṣid sharīʿah yaitu 

melindungi agama (hifz} al-d>in) faktor ini lah yang menurut penulis langkah 

yang telah diambil oleh majelis hakim telah sesuai dengan konsep maṣlahah 

mursalah yang bersifat preventif yaitu mencegah adanya kemudaratan dengan 

mempertimbangkan kemaslahatan diantara dua akibat buruk dalam satu 

masalah. 
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Meskipun secara hukum normatif keputusan yang diberikan oleh majelis 

hakim dianggap bertentangan dengan pasal 105 ayat a Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) yang menyatakan bahwa hak haḍa>nah anak yang belum mumayiz 

atau masih berada dibawah 12 tahun diberikan kepada ibunya, akan tetapi 

permasalahan keselamatan jasmani dan rohani dari anak juga menjadi 

pertimbangan yang sangat penting, dalam pasal 156 ayat c Kompilasi Hukum 

Islam menjelaskan bahwa apabila pengasuh tidak bisa memberikan jaminan 

terhadap keselamatan hasmani dan rohani anak maka hakim dapat 

memindahkan hak haḍa>nah anak tersbut kepada pemilik hak haḍa>nah yang 

lainnya. 

Islam memang memberikan hak yang istimewa kepada seorang ibu atas 

hak haḍa>nah anak yang belum mumayiz dan hak tersebut mutlak, akan tetapi 

hak tersebut dapat gugur jika ibu sebagai pengasuh tidak memenuhi syarat-

syarat yang telah ditentuakan dalam islam, sebagai contoh pengaush tersebut 

harus beragama Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan dan analisa yang ada maka penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Negara 

dalam putusan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr tentang haḍa>nah yakni 

kembalinya Penggugat pada agama asalnya Hindu (murtad) yang menjadi 

penghalang untuk mendapatkan hak haḍa>nah anak. 

2. Dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Negara dalam putusan 

Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr tentang haḍa>nah bahwa kedua anak 

tersebut dikategorikan belum mumayiz dan memberikan hak haḍa>nah anak 

kepada Tergugat (ayah) berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum 

Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 210/K/AG/1996. 

3. Relevansi putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 

0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr tentang haḍa>nah dengan hukum Islam adalah 

menjadikan agama islam sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan hak 

haḍa>nah anak yang belum mumayiz bagi pengasuh. Yang oleh majelis 

hakim kemudian diberikan kepada Tergugat (ayah). 
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B. Saran 

Kepada majelis hakim untuk lebih memperhatikan bagaimana 

kemudharatan dan kemaslahatan yang akan muncul dalam permasalahan hak 

haḍa>nah anak sehingga kebutuhan anak baik dari segi jasmani dan rohaninya 

dapat terpenuhi dengan baik dalam masa perkembangnya, disamping itu juga 

perlu untuk memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada baik 

dalam hukum Islam ataupun dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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